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ABSTRAK

Ades Faisal Pradana. 2019. SKRIPSI. Judul: “Analisis Tata Kelola Keuangan
Pemerintahan Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten

Malang”
Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun.
Kata Kunci  : Pengelolaan, Keuangan Desa, Pemerintah Desa

Pembangunan daerah gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Pembangunan ini dilakukan sampai ke desa-desa. Untuk mewujudkan pembangunan
di desa, Pemerintah  melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada pemerintah desa sebagai
unit pemerintah terkecil untuk secara mandiri mengelola keuangannya.
Pengelolaan keuangan desa adalah  keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan
menganalisis data yang terkait dengan pengelolaan keuangan berupa wawancara dan
data sekunder yang diperoleh dari Desa Klampok kemudian membandingkannya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukan pengelolaan keuangan Desa Klampok tidak
sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini terlihat dari
segi akuntabilitas pelaksanaan yang terkait dengan jumlah maksimum uang tunai di
brankas yang tidak boleh melebihi Rp50.000.000, selain itu dari segi akuntabilitas
pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa masih terlambat dalam
penyampaian Laporan Pertanggungjawaban keuangan ke Bupati. Dalam menjalankan
asas transparan, Pemerintah Desa Klampok sudah mencoba transparan dengan cara
menyampaikan anggaran dan realisasi menggunakan papan pengumuman. Asas
partisipasi menunjukan bahwa masyarakat Desa Klampok telah ikut andil dalam proses
pengelolaan keuangan di Desa Klampok.
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ABSTRACT

Ades Faisal Pradana. 2019. Thesis. Title: "Analysis of Financial Governance In
Government of Klampok Village, Singosari District, Malang Regency"

Keyword : Management, Village Finance, Village Government

Advisor  : Sulis Rochayatun, M.Akun.

Regional development is intensively carried out by the Government
of Indonesia. This development is carried out to villages. To realize development in
the village, the Government through the Minister of Home Affairs Regulation
113 of 2014 gave authority to the village government as a government unit approved
to independently manage its finances. Village financial management is all activities
that  include  planning, implementation, administration, reporting,
and accountability of village finance.

This study uses a qualitative descriptive method that is by analyzing data
related to financial management containing interviews and secondary data obtained
from Klampok Village then comparing it with the Minister of Home Affairs
Regulation 113 of 2014.

The results show that the financial management of Klampok Village is
not in accordance with Permendagri 113 of 2014. This can be seen in terms of
implementation accountability related to the maximum amount of cash in the safe
which cannot be multiplied by Rp50,000,000, besides in terms of accountability
according to accountability, accountability, the village government is still late in
submitting the financial accountability report to the regent. In carrying out the
transparent principle, the Klampok Village Government has tried to be transparent by
issuing a budget and starting to use the bulletin board. The participating principle shows
the Klampok people the Village Government's financial policies.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia gencar melakukan pembangunan daerah mulai dari
wilayah di desa-desa sampai ke kota, bahkan dalam pembangunan ini pemerintah
mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 02/2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Untuk mewujudkan pembangunan di desa,
Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan jelas menyebutkan adanya alokasi dana
desa yang dibagikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendanaan untuk
membangun dan memperkuat kapasitas desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang sudah terbit memberi
kewenangan kepada pemerintah desa sebagai unit pemerintah terkecil untuk secara
mandiri mengelola keuangannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa
tersebut, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa
yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah
pada unit pemerintah lainnya.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa adalah seluruh
hak dan kewajiban dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai dengan
uang, termasuk seluruh bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan

kewajiban desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi



kewenangan desa didanai oleh APBDes. APBDes menurut Permendagri Nomor
113 Tahun 2014 adalah rencana keuangan desa untuk satu tahun yang berisi
perkiraan pendapatan, rencana belanja kegiatan, dan rencana pembiayaan yang
dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa bersama dengan Badan
Permusyawaratan Desa serta ditetapkan melalui peraturan pemerintah desa.

Sumber-sumber pendapatan pada keuangan desa menurut Permendagri 113
Tahun 2014 antara lain yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha,
hasil aset, hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta pendapatan dari
transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan yang termasuk dalam kelompok
transfer adalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa merupakan dana
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan
kepada desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembiayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima
kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi
dengan Dana Alokasi Khusus.

Desa mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa
(Perda Kab. Malang Nomor 01 Tahun 2016). Penataan keuangan desa diatur dalam

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penataan keuangan desa bertujuan untuk



mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat
peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan desa (Yulianto, 2016). Tata kelola pemerintahan yang baik (Corporate
Governance) merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan Kkinerja instansi
melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas
manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan
(Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah,
penyelenggaraan negara dengan dasar Good Governance telah diamanatkan bahwa
dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan asas-asas umum
yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan
umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas,
asas efisiensi dan asas efektivitas (Utami & Nugrahaningsih, 2017). Namun dalam
pengelolaan keuangan terutama di pemerintahan desa, asas-asas tata kelola keuangan
yang baik diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Peraturan tersebut
menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan
berdasarkan asas transparasi, akuntabilitas, dan partisipatif (Sujarweni, 2015).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
(Permendagri No. 113 Tahun 2014). Penyelenggaraan kewenangan desa

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala desa didanai oleh APBDes.



Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai olen APBDes, juga
dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari 34 (tiga puluh empat) provinsi
di Indonesia. Di provinsi ini terdapat sebanyak 7.724 (tujuh ribu tujuh ratus dua
puluh empat) desa, 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) kelurahan dan 664 (enam
ratus enam puluh empat) kecamatan yang terletak di 29 (dua puluh sembilan)
kabupaten dan 9 (sembilan) Kota, salah satunya adalah Kabupaten Malang. Kabupaten
Malang memiliki 378 Desa dan 12 Kelurahan yang tersebar di 33 Kecamatan. Dengan
sejumlah desa tersebut, Kabupaten Malang berada di peringkat ketiga dalam daftar
kabupaten/kota dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Jawa Timur (Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan).

Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang merupakan bagian dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Pada tahun 2017 Desa Klampok mendapatkan
Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebesar Rp.856.155.000,00
(Perbup Tahun 2017 No. 37) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.507.439.000,00
(APBDes Desa Klampok 2017). Anggaran sebesar itu seharusnya dapat dikelola
dengan baik oleh Pemerintah Desa Klampok dengan berpedoman pada Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014, seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Klampok Bapak
Tohari pada wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 20 Desember 2018 pukul

08.00:



“Pada tahun 2017 Desa Klampok mendapatkan dana berupa Dana Desa dan
Alokasi Dana Desa dari pemerintah. Dana Desa berasal dari APBN yang
ditransfer melalui APBD kabupaten Malang sebesar Rp. 856.155.000,00
yang lebih diperuntukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa,
sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan dana dari Pemerintah Kabupaten
Malang melalui APBD. Alokasi Dana Desa yang didapat oleh Desa Klampok
sebesar Rp.507.439.000,00 digunakan Pemerintah Desa Klampok untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”

Pada tahun 2017 Desa Klampok mendapatkan penghargaan atas kontribusi
pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Bupati Malang menyampaikan
bahwa diraihnya penghargaan itu merupakan hasil ketaatan dan kedisiplinan dari
bendahara desa dalam melakukan pemungutan maupun penyetoran pajak (MalangKab,
2018). Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Klampok, Bapak Tohari
dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 20 Desember 2018 Pukul 08.00:

“Atas diraihnya penghargaan tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Desa
Klampok sudah melaksanakan salah satu kewajibannya dalam mematuhi
Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu Bendahara desa sebagai wajib pungut
pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada penelitian sebelumnya, Yatminiwati (2018) melakukan penelitian dengan
menganalisis secara deskriptif perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan
Desa Kunir Kidur Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Hasil Penelitian
menunjukan bahwa perencanaan dan pelaksanaan keuangan di Desa Kunir Kidul
sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian yang hampir

sama dilakukan oleh Sintia (2016) yang melakukan analisis terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Toyomerto. Hasil penelitian menunjukan



bahwa pengelolaan keuangan Desa Toyomerto telah accountable, namun terdapat
beberapa kendala seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan
pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada
Bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan
pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal sehingga
perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan
di Desa Toyomerto.

Sufiana & Diana (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa pelaksanaan
prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Putat Lor sudah
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian
dengan lingkup yang lebih khusus dilakukan oleh Naufal (2018) yang dalam
penelitiannya menunjukan bahwa penatausahaan anggaran pemerintah daerah dan
dokumen administrasi perbendaharaan di Desa Mahela kecamatan Batang Alai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Fitriani, dkk (2018) meneliti tentang perencanaan pengelolaan keuangan di
Desa Masangan Wetan kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo. Fitriani, dkk (2018)
menemukan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Masangan Wetan
sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
Kamilurrahman (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Desa Sera Tengah
sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara akuntabel,

transparan, dan partisipatif.



Penelitian yang dilakukan oleh Hardiana (2017) menemukan bahwa
pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tumpang Kecamatan Tulun Kabupaten Blitar
yang dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
Pertanggungjawaban mengalami kendala pada masalah sumber daya manusia yang
masih kurang memahami secara teknis mengenai pengelolaan keuangan desa, akan
tetapi upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
maupun kecamatan sudah dilakukan dengan baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada ruang lingkup
penelitian. Penelitian Yatminiwati (2018) membatasi ruang lingkup penelitian yang
hanya meneliti pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
di objek penelitian, sedangkan penulis melakukan penelitian di ruang lingkup yang
lebih luas yaitu lingkup kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawabaan. Sintia (2016) membatasi penelitian yang hanya mengkaji
penerapan asas akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa di objek yang diteliti,
sedangkan penulis mengkaji penerapan tiga asas pengelolaan keuangan desa menurut
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 vyaitu asas akuntabilitas, transparasi, dan
partisipatif.

Perbedaan penelitian Naufal (2018) dengan penelitian yang dilakukan oleh
penulis adalah pada batasan penelitian. Penulis mengkaji proses pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuanngan desa yang ditunjang
dengan data-data proses perencanaan keuangan desa, sedangkan naufal (2018)

membatasi ruang lingkup penelitian yang hanya pada kegiatan penatausahaan



keuangan desa saja. Begitu juga dengan penelitian dari Fitriani, dkk (2018) yang hanya
mengkaji kegiatan perencanaan keuangan desa saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis penerapan
asas-asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
yang terdiri dari asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif pada komponen-
komponen kegiatan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Objek dalam penelitian ini
adalah Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Oleh karena itu,
peneliti akan menggunakan judul ”Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintahan

Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian di atas, maka rumusan
masalah penelitian ini adalah: Bagaimana tata kelola keuangan Desa Klampok

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah Peneliti hanya mengkaji proses pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuaangan desa. Peneliti tidak
mengikuti proses perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Klampok, namun peneliti
mendapatkan beberapa data tentang perencanaan keuangan desa yang akan menjadi

penunjang dalam mengkaji proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan



pertanggung jawaban keuangan di Desa Klampok berdasarkan Permendagri Nomor

113 Tahun 2014.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola keuangan Desa Klampok menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014
berdasarkan asas-asas yang termuat di dalamnya vyaitu asas akuntabilitas, asas

transparasi, dan asas partisipatif.

1.5 Manfaat
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan dan
diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Menambah wawasan penulis mengenai penerapan praktik akuntansi pada
usaha di sektor publik.
b. Bagi Kalangan Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti terutama

kepada segenap Ekonom dan para Mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk dapat
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memahami dan mendalami akuntansi sektor publik pada pengelolaan keuangan
di pemerintahan desa.

Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan sesuai

dengan topik yang dibahas.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yatminiwati (2018) dengan judul “Analisis
Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa
Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)” menunjukkan bahwa
perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Kunir Kidul sudah
sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 dan UU yang berlaku. Hal ini dapat
dilihat dari proses perencanaan dan pelaksanaan dari awal sampai akhir, proses
penyusunan rencana anggaran, penyusunan rencana kegiatan, dan proses implementasi
sesuai dengan rencana hasil rapat, dan pelaporan penggunaan pembiayaan.

Sintia (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”
menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Toyomarto telah accountable, namun
terdapat beberapa kendala yaitu perencanaan keuangan yang tidak tepat waktu,
keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan pelaporan
kepada bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat,
dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal
sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan

keuangan Desa Toyomarto.

11
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Penelitian yang dilakukan oleh Kamilurrahman (2017) yang berjudul
“Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang
No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten
Sumenep)”. menemukan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Sera Tengah sudah
dilaksanakan secara akuntabilitas, transparasi, dan partisipatif. Permasalahan mendasar
di Desa Sera Tengah adalah lambatnya pemahaman aparatur desa dalam memahami
peraturan yang berlaku serta lemahnya sumber daya masyarakat yang disebabkan
karena faktor pendidikan yang minim, selain itu pembinaan dan pengawasan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang maksimal.

Hardiana (2017) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi
Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada
Desa Tumpang Kecamatan Tulun Kabupaten Blitar)”. Hasil penelitian menunjukan
dalam upaya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tumpang sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku, sedangkan dalam upaya pelaporan keuangan Desa Tumpang
masih belum sesuai dengan peraturaan yang berlaku dikarenakan kurang adanya
transparasi pengelolaan keuangan.

Sufiana dan Diana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis
Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana Good
Governance” dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Desa Putat Lor telah melaksanakan prinsip transparansi dan
akuntabilitas keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113

Tahun 2014.
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Hal yang sedikit berbeda dilakukan oleh Naufal (2018), dalam penelitiannya
yang berjudul “Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Mahela
Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015” hanya
menganalisis komponen penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil
penelitian ditemukan bahwa penatausahaan anggaran pemerintah daerah, dokumen
administrasi perbendaharaan, dan penatausahaan pembiayaan sudah dilaksanakan
sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014.

Fitriani, dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perencanaan
Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113
Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten
Sidoarjo Periode 2017)” ditemukan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa
Masangan Wetan telah sesuai dengan isi dari Permendagri No 113 Tahun 2014, hal
tersebut di perkuat dengan adanya bukti-bukti tertulis dari Pemerintah Desa yang
berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa seperti partisipasi dari
masyarakat dalam proses penyusunan keuangan desa dan juga keterbukaan pihak

pemerintah desa terkait dengan keuangan desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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No. Nama dan Judul Metode Hasil
Tahun Penelitian
1. | Mimin Analisis Perencanaan Metode Hasil penelitian
Yatminiwati Dan Pelaksanaan kualitatif dengan | menunjukkan bahwa
(2018) Pengelolaan Keuangan | pendekatan studi | perencanaan dan

Desa (Studi pada
Kantor Desa Kunir
Kidul Kecamatan Kunir
Kabupaten Lumajang)

kasus

pelaksanaan
pengelolaan keuangan
desa di desa Kunir
Kidul sesuai dengan
Permendagri No.113
tahun 2014 dan UU
yang berlaku. Hal ini
dapat dilihat dari proses
perencanaan dan
pelaksanaan dari awal
sampal akhir, proses
penyusunan rencana
anggaran, penyusunan
rencana kegiatan dan
proses implementasi
sesual dengan rencana
hasil rapat, pelaporan

penggunaan

Tabel 2.1 Lanjutan

Penelitian Terdahulu
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No.

Nama dan
Tahun

Judul

Metode

Hasil

Penelitian

pembiayaan. dengan
pedoman dan prosedur
yang telah ditentukan
melalui beberapa tahap
dan verifikasi, serta
publikasi laporan
keuangan yang

transparan.

Sufiana dan
Diana (2018)

Analisis Transparasi
dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Desa Sebagai Sarana

Good Governance

Metode
Penelitian
kualitatif

Hasil penelitian
menunjukan bahwa
Desa Putat Lor telah
melaksanakan prinsip
transparansi dan
akuntabilitas keuangan
desa sesuai dengan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 113
Tahun 2014.

Ulwan Naufal
(2018)

Implementasi
Penatausahaan

Keuangan Desa di Desa

Metode
Penelitian
Kualitatif

Hasil menunjukkan
bahwa penatausahaan

anggaran pemerintah

Tabel 2.1 Lanjutan

Penelitian Terdahulu
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No

Nama dan
Tahun

Judul

Metode

Hasil

Penelitian

Mahela Kecamatan
Batang Alai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2015

dengan Analisis
Deskriptif

daerah dan dokumen
administrasi
perbendaharaan sudah
dilaksanakan sesuai
dengan aturan yang
berlaku, dan
penatausahaan
pembiayaan telah
dilakukan

sesuai dengan
peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 113
tahun 2014. Namun,
laporan pendapatan
perbendaharaan di
Desa Mahela,
administrasi pelaksana
dan petugas pelaksana
belum sesuai dengan
peraturan Menteri
Interior No. 113 tahun
2014.

Tabel 2.1 Lanjutan




Penelitian Terdahulu
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No Nama dan Judul Metode Hasil
Tahun Penelitian
4. | Wiwin Deri Analisis Perencanaan Pendekatan Hasil penelitian tentang
Fitriani, dkk Pengelolaan Keuangan | penelitian perencanaan
(2018) Desa Menurut deskriptif pengelolaan
Peraturan Menteri kualitatif keuangan desa di Desa

Dalam Negeri nomor
113 Tahun 2014 (Studi
Kasus di Desa
Masangan Wetan
Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo
Periode 2017)

Masangan Wetan
Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo
menurut Permendagri
No. 113 Tahun 2014,
secara umum dapat
dikatakan telah sesuai
dengan isi dari
Permendagri No 113
Tahun 2014, hal
tersebut di perkuat
dengan adanya bukti-
bukti tertulis dari
Pemerintah Desa
yang berkaitan dengan
perencanaan
pengelolaan keuangan
desa, contohnya




Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu
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No

Nama dan
Tahun

Judul

Metode

Hasil

Penelitian

dengan keikutsertaan
perwakilan dari
masyarakat dalam
proses penyusunan
keuangan desa, dan
juga keterbukaan atau
transparansi dari pihak

pemerintah

Kamilurrahman
(2017)

Penerapan Asas-Asas
Pengelolaan Keuangan
Desa Berdasarkan
Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 (Studi Pada
Desa Sera Tengah
Kecamatan Bluto

Kabupaten Sumenep)

Penelitian
kualitatif dengan
pendekatan
deskriptif

Hasil penelitian
menunjukan
berdasarkan Undang-
Undang No. 6 Tahun
2014 dan ditunjang
dengan peraturan di
bawahnya, maka
pengelolaan keuangan
desa yang dilakukan
oleh pemerintah Desa
Sera Tengah yang
dimulai dari
perencanaan,
pelaksanaan,




Tabel 2.1 Lanjutan

Penelitian Terdahulu
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No

Nama dan
Tahun

Judul

Metode

Hasil Penelitian

penatausahaan,
pelaporan, dan
pertanggungjawaban
sudah dilaksanakan
secara akuntabilitas,
transparasi, dan
partisipatif.

Dei Gratia Ulfah
Hardiana (2017)

Implementasi
Permendagri 113 Tahun
2014 Tentang
Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (Studi Pada
Desa Tumpang
Kecamatan Tulun

Kabupaten Blitar)

Metode
Penelitian
Kualitatif
dengan Analisis
Deskriptif

Hasil penelitian
menjelaskan dalam
upaya pengelolaan
Alokasi Dana Desa di
Desa Tumpang dilihat
dari segi perencanaan,
pelaksanaan, dan
penatausahaan sudah
sesual dengan
peraturan yang berlaku,
akan tetapi berkendala
sumber daya manusia
yang masih kurang
memahami secara

teknis, sedangkan




Tabel 2.1 Lanjutan

Penelitian Terdahulu
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No

Nama dan
Tahun

Judul

Metode

Hasil Penelitian

dalam upaya pelaporan
Desa Tumpang belum
sesuai dengan
peraturaan yang
berlaku dikarenakan
kurang adanya
transparasi, sedangkan
pertanggungjawaban di
Desa Tumpang masih
akan dilakukan pada
akhir bulan januari
2017 mendatang.
Upaya pembinaan dan
pengawasan yang
dilakukan oleh
pemerintah daerah
maupun kecamatan
sudah dilakukan
dengan baik.




Tabel 2.1 Lanjutan

Penelitian Terdahulu
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Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Desa (Studi Di Desa
Toyomerto Kecamatan
Singosari Kabupaten

Malang)

No Nama dan Judul Metode Hasil Penelitian
Tahun
7. | Kiki Deby Sintia | Pelaksanaan Undang- Metode Hasil penelitian
(2016) Undang Nomor 6 penelitian menunjukkan bahwa
Tahun 2014 Untuk kualitatif berdasarkan Undang-
Mewujudkan deskriptif Undang Nomor 6

Tahun 2014 secara
garis besar pengelolaan
keuangan Desa
Toyomarto telah
accountable, namun
secara teknis masih
banyak kendala.
Kendala tersebut
seperti perencanaan
desa yang tidak tepat
waktu, keterlambatan
pencairan dana dari
pemerintah daerah ke
desa, keterlambatan
pelaporan kepada
bupati, laporan
pertanggungjawaban
belum terpublikasi

kepada masyarakat, dan




Tabel 2.1 Lanjutan
Penelitian Terdahulu
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No

Nama dan
Tahun

Judul Metode

Hasil Penelitian

pembinaan serta
pengawasan dari
pemerintah daerah
yang kurang maksimal
ssehingga perlu adanya
pendampingan yang
intensif untuk
memperbaiki
pengelolaan keuangan
desa di Desa

Toyomarto

data diolah pada bulan November 2018

Berdasarkan penelitian penelitian yang telah dilakukan di atas terdapat

persamaan dan perbedaan dengan penelitian

perbedaan dari penelitian ini dengan penelitan terdahulu:

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan

ini, berikut adalah persamaan dan
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No | Nama, Tahun, dan Persamaan Perbedaan
Judul
1. | Mimin Yatminiwati - PenelitianYatminiwati - Penelitian Yatminiwati

(2018), Analisis
Perencanaan Dan

Pelaksanaan

(2018) menggunakan
metode penelitian kualitatif,

yang juga akan digunakan

(2018) hanya meneliti
komponen perencanaan dan

pelaksanaan pengelolaan

Pengelolaan oleh penulis. keuangan desa, sedangkan
Keuangan Desa penelitian yang dilakukan
(Studi pada Kantor penulis akan mengkaji
Desa Kunir Kidul komponen pengelolaan
Kecamatan Kunir keuangan desa secara
Kabupaten keseluruhan yang terdiri dari
Lumajang) perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggung jawaban.
Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Lanjutan
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No | Nama, Tahun, dan Persamaan Perbedaan
Judul
3. | Ulwan Naufal (2018), | - Penelitian Naufal (2018) - Penelitian Naufal (2018)
Implementasi menggunakan metode hanya meneliti komponen
Penatausahaan penelitian kualitatif, yang Penatausahaan pengelolaan
Keuangan Desa di juga akan digunakan oleh keuangan desa, sedangkan
Desa Mahela penulis. penelitian yang dilakukan
Kecamatan Batang penulis akan mengkaji
Alai Selatan komponen pengelolaan
Kabupaten Hulu keuangan desa secara
Sungai Tengah keseluruhan yang terdiri dari
Tahun 2015 perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggung jawaban.
4. | Wiwin Deri Fitriani, | - Penelitian Fitriani (2018) - Penelitian Fitriani (2018)

dkk (2018), Analisis

menggunakan metode

hanya meneliti komponen

Perencanaan penelitian kualitatif, yang Perencanaan keuangan desa,

Pengelolaan juga akan digunakan oleh sedangkan penelitian yang

Keuangan Desa penulis. dilakukan penulis akan
Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Lanjutan
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No

Nama, Tahun, dan

Judul

Persamaan

Perbedaan

mengkaji komponen
pengelolaan keuangan desa
secara keseluruhan yang terdiri
dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggung jawaban

Kamilurrahman
(2017), Penerapan
Asas-Asas
Pengelolaan
Keuangan Desa
Berdasarkan Undang-
Undang No. 6 Tahun
2014 (Studi Pada
Desa Sera Tengah
Kecamatan Bluto

Kabupaten Sumenep

- Penelitian Kamilurrahman
(2017) menggunakan
metode penelitian kualitatif,
yang juga akan digunakan
oleh penulis.

- Penelitian Kamilurrahman
(2017) menggunakan asas-
asas pengelolaan keuangan
yang sama dengan
penelitian yang dilakukan

oleh penulis

- Penelitian Kamilurrahman
(2017) mencoba mengkaji
pembinaan dan pengawasan
dari pemerintah daerah dalam
pengelolaan keuangan desaa,
sedangkan penulis tidak
memasukan pembinaan dan
pengawasan sebagai bahan
kajian mengkaji komponen
pengelolaan keuangan desa

secara keseluruhan yang

Tabel 2.2 Lanjutan
Persamaan dan Perbedaan
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No

Nama, Tahun, dan

Judul

Persamaan

Perbedaan

Menurut Peraturan
Menteri Dalam
Negeri nomor 113
Tahun 2014 (Studi
Kasus di Desa
Masangan Wetan
Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo

Periode 2017)

terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggung

jawaban.

Dei Gratia Ulfah
Hardiana (2017),
Implementasi
Permendagri 113
Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Alokasi

- Penelitian Hardiana (2017)
menggunakan metode
penelitian kualitatif, yang
juga akan digunakan oleh

penulis.

- Penelitian Hardiana (2017)
hanya menganalisis sebatas
pengelolaan Alokasi Dana
Desa, berbeda dengan
penelitian yang dilakukan
oleh penulis. Penulis

mencoba menganalisis

Tabel 2.2 Lanjutan

Persamaan dan Perbedaan
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No | Nama, Tahun, dan Persamaan Perbedaan
Judul
Dana Desa (Studi - praktik tata kelola keuangan

Pada Desa Tumpang
Kecamatan Tulun

Kabupaten Blitar)

desa secara keseluruhan,
tidak hanya sebatas Alokasi

Dana Desa.

Kiki Deby Sintia
(2016), Pelaksanaan
Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014

- Penelitian Sintia (2017)
menggunakan metode
penelitian kualitatif, yang

juga akan digunakan oleh

- Penelitian Sintia (2018)
hanya meneliti komponen
akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa, sedangkan

Untuk Mewujudkan penulis. penelitian yang dilakukan
Akuntabilitas penulis akan mengkaji
Pengelolaan komponen pengelolaan
Keuangan Desa keuangan desa secara
(Studi Di Desa keseluruhan yang terdiri dari
Toyomerto perencanaan, pelaksanaan,
Kecamatan Singosari penatausahaan, pelaporan,
Kabupaten Malang) dan pertanggung jawaban.
Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan
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No | Nama, Tahun, dan Persamaan Perbedaan
Judul
2. | Lilis Sufiana dan - Penelitian Sufiana dan - Penelitian Sufiana dan Diana

NurDiana (2018),
Analisis Transparasi
dan Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan Desa
Sebagai Sarana Good

Governance

Diana (2018) menggunakan
metode penelitian kualitatif,
yang juga akan digunakan
oleh penulis.

Penelitian Sufiana dan

Diana (2018) menggunakan
semua komponen
pengelolaan keuangan desa
sebagai bahan kajian yang
juga akan digunakan oleh
penulis dalam penelitian ini
yaitu komponen
perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan,

dan pertanggung jawaban.

(2018) hanya mengkaji asas
transparasi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa,
sedangkan asas-asas
pengelolaan keuangan desa
yang akan diuji oleh penulis
adalah asas akuntabilitas,

transparasi, dan partisipatif.

2.2 Kajian Teoritis

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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2.2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Indrizal (dalam Sujarweni, 2015) desa dalam pengertian umum adalah
suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu sebagai suatu gejala yang
universal baik sebagai tempat tinggal ataupun pemenuhan kebutuhan yang terutama
bergantung pada sektor pertanian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah kesatuan wilayah
yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri
(dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar
kota yang merupakan kesatuan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014itentang Desa menjelaskan bahwa:

“Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatun masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengururus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat bedasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisisonal yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Yustika dan Baks (2015) mendeskripsikan desa dengan tiga karakteristik, yaitu:

1. Dilihat dari aspek sosial, tingkat pendidikan yang merupakan salah satu
indikator sosial di desa masih sangat rendah

2. Dilihat dari aspek ekonomi, karakteristik ekonomi di desa diindikasikan
oleh kurangnya infrastruktur ekonomi, jauh dari pasar, dan rendahnya
lapangan pekerjaan di luar pertanian,

3. Dilihat dari aspek budaya, indikator budaya secara umum terdiri dari spirit

wirausaha, etos kerja, dan perilaku sehari-hari.
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Menurut Muarif (2000) desa merupakan bagian dari institusi yang otonom
dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat, dan hukum dari masyarakat
yang ada dan relatif bersifat mandiri. Arti otonom diartikan bahwa desa berhak
mengatur dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat di
dalamnya. Oleh karena itu dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014
dijelaskan bahwa sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi desa dibutuhkan adanya
pemerintah desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Upaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
serta pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan desa harus dilaksanakan
berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dan Bhinneka Tunggal lka, yang mana dalam UU Nomor 6 Tahun 2014
menyebutkan bahwa pengaturan desa harus berprinsip Rekognisi, Subsidiaritas,
Keberagaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah,

Demokrasi, Kemandirian, Paritisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

2.2.2 Otonomi Daerah

Suwanda dan Santosa (2014) mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 memberikan definisi
Otonomi daerah Ssebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masyarakat setempat  sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan
daerah otonom menurut Undang-Undang  No. 12 tahun 2008 adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut parakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pemberian otonomi
daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah untuk:
a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik
b. Pengembangan kehidupan demokrasi
c. Keadilan
d. Pemerataan
e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah
f.  Mendorong untuk memberdayakan masyarakat
g. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta
masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi dewan perwakilan rakyat
daerah.

Pelaksanaan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab

memberikan peluang yang besar bagi daerah dalam pembangunan di daerah serta

tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih (Santosa, 2008). Otonomi daerah
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memberikan peluang yang besar kepada daerah. Peluang  besar tersebut
dikarenakan  adanya penyerahan urusan yang diberikan oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah. Urusan yang diserahkan menurut pengertian
di atas termasuk di dalammya urusan yang berkaitan dengan keuangan daerah.
Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan daerah untuk
mengurus rumah tangga sendiri.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal
jika penyelenggara urusan pemerintahan diikuti dengan pencairan sumber-sumber
penerimaan yang cukup, dengan mengacu pada undang-undang perimbangan
keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang besarnya
disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah.

2.2.3 Keuangan Desa

Menurut Soleh dan Rochmansjag (2015) Keuangan desa
didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan
uang Yyang digunakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan  kepentingan masyarakat desa,  sedangkan
keuangan desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 adalah semua
hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban desa. Soleh dan Rochmansjag (2015) keuangan desa
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sebenarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
Dalam penjelasan di dalam undang-undang tersebut, dijelaskan  bahwa
pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi
objek, subjek, proses, dan tujuan.

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara yaitu semua hak
dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk kegiatan dan
kebijakan dalam bidang moneter, fiskal, maupun pengelolaan kekayaan negara,
serta segala sesuatu yang dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban baik yang berupa uang maupun barang. Dari sisi subjek, keuangan
negara dapat diartikan sebagai seluruh subjek yang memiliki atau
menguasai objek.Subjek tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah,
Perusahaan negara /daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan
negara.

Keuangan negara dari sisi proses mencakup semua kegiatan yang berkaitan
dengan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan
keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Sementara dari sisi tujuan,
keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang
berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara (Soleh dan Rochmansjag, 2015)

Dalam upaya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang ditunjang dengan peraturan Menteri
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Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa
menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan Keuangan Desa

2. Pelaksanaan Keuangan Desa

3. Penataausahaan Keuangan Desa

4. Pelaporan Keuangan Desa

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

2.2.3.1 Ruang Lingkup Keuangan Desa
A. Ruang Lingkup Berdasarkan Objek
Ruang lingkup keuangan desa sejalan dengan hak atau kewenangan yang
dimiliki desa sebagaimana diatur pada Bab 111 Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 yaitu:
1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, paling sedikit terdiri atas:
a. Sistem organisai masyarakat adat
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat
c. Pembinaan lembaga hukum adat
d. Pengelolaan tanah kas desa, dan
e. Pengembangan peran masyarakat desa.
2. Kewenangan lokal berskala desa, paling sedikit terdiri atas:
a. Pengelolaan tambatan perahu

b. Pengelolaan pasar desa
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c. Pengelolaan tempat pemandian umum

d. Pengelolaan jaringan irigasi

e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa

f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar

h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan

I. Pengelolaan embung desa

J.  Pengelolaan air minum berskala desa, dan

k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh  pemerintah, pemerintah

provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan semua kewenangan di atas, pastinya memerlukan
sejumlah dana, baik yang merupakan hasil pungutan desa berdasarkan peraturan desa,
maupun dana yang berasal dari APBN, bantuan dari APBD provinsi, Alokasi Dana
Desa yang bersumber dari APBD kabupaten/kota maupun bagi hasil pajak dan
retribusi kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas, Soleh dan Rochmansjag (2015) merinci ruang
lingkup keuangan desa meliputi:

a) Hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan peraturan desa
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b) Kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan membayar
tagihan pihak ketiga
¢) Penerimaan desa
d) Pengeluaran desa
e) Kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh piha lain berupa uang, surat
berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa.
f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
B. Ruang Lingkup Berdasarkan Sifat Pengelolaannya
Menurut Soleh dan Rochmansjag (2015) dilihat dari sifat pengelolaannya,
keuangan desa dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
a) Sifat pengelolaan secara langsung, meliputi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa)
b) Sifat pengelolaan secara tidak langsung atau terpisah, dilakukan oleh Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara
terpisah dimaksudkan untuk menambah sumber pendapatan desa sekaligus

menjadi motor penggerak roda perekonomian desa.

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.4.1 Perencanaan Keuangan Desa
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Menurut Bastian (2010) perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk masa mendatang dengan memerhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya.
Perencanaan  dimulai  dari  penetapan tujuan organisasi  Yyaitu
menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh.

Mekanisme perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113
Tahun 2014 (dalam Soleh dan Rocmansjah, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa, kemudian sekretaris desa menyampaikannya
kepada Kepala Desa

2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa
kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.

3. Rancangan tersebut kemudian disampaikan kepada Badan
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

4. Kesepakatan bersama antara Kepal Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa

paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

2.2.1.1 Pelaksanaan Keuangan Desa
Menurut Bastian (2010) setelah proses perencanaan selesai, perencanaan
tersebut kemudian direalisasikan sebagaimana telah direncanakan oleh organisasi
publik. Sujarweni (2015) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran
desa timbul transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas desa. Semua

penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa
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dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki

pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah

Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh

bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain
yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam
rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan
Bupati/Walikota.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi
peraturan desa.

Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat
dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran
Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan

harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
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Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh
Kepala Desa.

Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan
buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan di desa.

Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada
Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan
sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau
jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan
Pembayaran(SPP), pernyataan tanggung jawab belanja, dan Lampiran Bukti
Transaksi.

Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala
Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan
pembayaran

Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara

Bendahara desa wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa adalah
pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan
keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemegang amanah, eksistensi dan
peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam al-Qur’an. Hal tersebut
dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Anbiyaa Ayat 73

shlilas 5 42 () 50 U el 82515 2l Jad o 53800 218) 5 sDEall 28 5 K50 ) S5 W Gale

Artinya: Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka
agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, dan

hanya kepada Kami mereka menyembah™

2.2.4.3 Penatausahaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, bendahara desa wajib
mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan
pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat
10 bulan berikutnya. Laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara

desa adalah:

1. Buku Kas Umum
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Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut
penerimaan dan pengeluaran kas. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai
sumber dokumen transaksi

2. Buku Kas Pembantu Pajak
Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam
hal penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank
Buku bank digunakan untuk aktivitas yang menyangkut penerimaan dan

pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

2.2.4.4 Pelaporan Keuangan Desa
Menurut Hamzah (dalam sujarweni, 2015) dalam melaksanakan tugas,
kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi
Pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota. Permendagri No 113 Tahun 2014
mewajibkan Kepala Desa untuk:
1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan @ APBDesa kepada
Bupati/Walikota berupa:
a. laporan semester pertama yang berupa Laporan Realisasi APBDesa,
disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
b. laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir

bulan januari tahun berikutnya.



42

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap
akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota

3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa
jabatan kepada bupati/walikota

4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara
tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun

anggaran.

2.2.4.5 Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Menurut Bastian (2010) pertanggungjawaban dimaknai sebagai kewajiban
untuk menyampaikan dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban terdiri
dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan
dilampiri:

a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Tahun Anggaran berkenaan;
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b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan, dan
c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk
ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan

paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2.5 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Asas-Asas
pengelolaan keuangan desa meliputi:
2.2.5.1 Transaparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Nordiawan (dalam Sujarweni, 2015) transparan dalam pengelolaan

keuangan berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
mengelola sumber daya yang sudah dipercayakan kepada pemerintah dan
ketaatan pengelola pada peraturan perundang-undangan. Permendagri No 113
tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas
transparan, karena dengan adanya asas transparan akan menjamin kebebasan seseorang
atau dalam hal ini masyarakat untuk mengetahui informasi atas penyelenggaran
pemerintahan. Menurut Ningrum dan Hermawan (2018) dengan adanya transparasi,

publik akan mendapatkan informasi yang aktual dan faktual yang dapat digunakan oleh
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masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah yang berwenang akan
tindakan korupsi atau manipulasi dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban
anggaran. Informasi tersebut juga akan berguna untuk membandingkan realisasi
kinerja keuangan dengan kinerja keuangan yang dianggarkan untuk menentukan
tingkat kesesuaian organisasi dalam mematuhi peraturan perundang-undangan terkait,
agar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak antara pengelola organisasi

sektor publik dengan masyarakat (Mahmudi, 2010).

2.2.5.2  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik
merupakan salah satu tuntutan bagi masyarakat yang wajib dipenuhi. Salah satu pilar
tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Istilah akuntabilitas dapat
dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk
menjawab, menerangkan Kinerja, dan tindakan sesorang/badan hukum/pimpinan
kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Bastian, 2010)

Subeni dan Ghozali (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan
suatu bentuk keharusan seseorang atau pimpinan/pelaksana untuk menjamin bahwa
tugas dan kewajiban yang dilakukannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang
berlaku, akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan

transparan.
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Mahsun (2014) membedakan istilah akuntabel dan responsibel. Akuntabel
lebih menekankan pada catatan atau laporan, sedangkan responsibel lebih didasarkan
atas kebijaksanaan. Akuntabel lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan
pertanggungjawaban dari  masyarakat atas apa yang dilakukan oleh pelaksana
penyelenggara pemerintah dalam mengemban tugasnya sebagai pejabat. Sedangkan
responsibel lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban antara bawahan
terhadap atasan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan berdasarkan
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu:
a. Pemerintah desa mengadakan musyawarah rencana pembangunan desa,
menyusun RPJMDes dan RKPDes.
b. Sekretaris menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes
c. Kepala desa menyerahkan APBDes yang sudah disahkan bersama BPD kepada
Bupati melalui Camat.
d. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas
desa dan dilaporkan dalam buku kas desa
e. Pengeluaran yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
f. Pengajuan dana harus disertai dengan rencana anggaran biaya dan diverifikasi
oleh sekretaris desan kemudian disahkan oleh kepala desa.
g. Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala

desa dan tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.
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. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa

Penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh bendahara serta melakukan tutup
buku setiap bulan.

Bendahara melakukan pertanggungjawaban uang melalui laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan setipa bulan kepada kepala desa.

. Penatausahaan dilakukan melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak,
dan buku bank.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada
bupati.

. Kepala Desa melaporkan realisasi APBDes semester pertama dan semester
kedua.

Laporan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir juli
bulan berjalan, dan laporan realisasi semester kedua disampaikan paling lambat
pada bulan januari tahun berikutnya.

Kepala Desa melakukan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat.
Laporan pertanggungjawaban dilampiri laporan kekayaan milik desa per 31
Desember tahun anggaran berkenaan serta laporan program pemerintah dan

pemerintah daerah yang masuk ke desa.
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2.2.5.3  Partisipatif Pengelolaan Keuangan Desa

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa partisipasi  pengelolaan
keuangan desa adalah prinsip dimana setiap masyarakat desa mempunyai
hak untuk terlibat  dalam setiap pengambilan  keputusan  pada  setiap
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa baik secara langsung
maupun tidak langsung.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014,
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat ditunjukan
dengan:

a. masyarakat terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan desa,
penyususnan RPJMD, dan RKP.

b. Masyarakat terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa).

c. Masyarakat terlibat dalam urusan pemerintahan desa bersama perangkat
desa, BPD, dan kepala desa.

d. Masyarakat terlibat dalam upaya perencanaan pencairan dana untuk kegiatan
pemerinaan desa.

e. Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah daerah baik

secara langsung maupun tidak langsung.
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2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir

DESA KLAMPOK

Pengelolaan Keuangan Desa
Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban,
Berdasarkan
Permendagri 113 Tahun 2014
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Satori dan Aan (2011) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan atau perilaku yang telah diamati. Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi secara menyeluruh dan
mendalam mengenai situasi yang akan diteliti. Menurut Nazir (2010) penelitian
kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta atau fenomena yang sedang diselidiki. Dengan menggunakan metode
analisis deskriptif, penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena-fenomena dalam
pengelolaan keuangan yang terjadi di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten
Malang, dengan tujuan untuk mengetahui penerapan asas-asas pengelolaan keuangan
desa yang terdiri dari transparasi, akuntabilitas, dan partisipatif melalui kegiatan

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

3.2. Lokasi Penelitian
Menurut Ahmadi (2014) Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian

dilakukan. lokasi penelitian merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif.
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Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah
ditetapkan sehingga akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.
Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Desa Klampok yang terletak di Jalan

Raya Klampok, Singosari, Kabupaten Malang.

3.3. Subjek Penelitian

Menurut Arikonto (2016) Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang yang
dipermasalahkan dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian
mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data
tentang variabel yang penelitian amati. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek
penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data
yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.
Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun, dan Badan Permusyawaratan Desa

3.4. Data dan Jenis Data

Menurut Ghony dan Almanshur (2012) data penelitian kualitatif pada umumnya
diperoleh dari sumber tertulis atau berupa dokumen, foto dan bahan statistik. Selain itu
ada juga sumber melalui observasi dan wawancara. Ahmadi (2014) mengatakan bahwa
data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang akibat dari pertanyaan yang
diajukan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:
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a) Data Primer

Menurut Uma Sekaran (2011) data primer adalah data yang mengacu pada
informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan
dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer dapat
berupa responden individu maupun kelompok. Data primer dari penelitian ini
didapat dengan teknik wawancara serta observasi di Desa Klampok Kecamatan
Singosari Kabupaten Malang.

Wawancara oleh peneliti dilakukan dengan beberapa orang yang mempunyai
pengaruh terhadap hasil penelitian, di antaranya:

a. Wawancara dilakukan dengan Bapak Tohari selaku kepala desa selaku
pemegang kekuasaan pimpinan dalam desa tersebut.

b. Wawancara dilakukan dengan Bapak Djuwari selaku ketua Badan
Permusyawaratan Desa yang mempunyai andil dalam upaya
pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang dianggarkan di
desa.

c. Wawancara dilakukakan dengan Bapak Sutrisno selaku sekretaris desa
dan Ibu Ika selaku bendahara desa karena mereka mempunyai jabatan
penting di desa tersebut.

d. Wawancara dilakukan dengan salah satu kepala dusun Bapak Purwito
karena bersangkutan dengan peluang penyampaian aspirasi masyarakat.

b) Data Sekunder
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Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini
berupa data APBDesa Tahun 2017, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan

Pertanggungjawaban atas APBDesa Tahun 2017.

3.5. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Ahmadi (2014) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian kualitatif lebih menekankan pada jenis teknik wawancara, khususnya
wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Menurut Dexter (dalam Ahmadi 2014) wawancara adalah sebuah percakapan
dengan tujuan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab sehingga dapat
membangun sebuah makna dalam suatu topik tertentu.
Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara akan
mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-
pertanyaan pada informan. Untuk mendapatkan informasi yang relative objektif
maka wawancara disini dilakukan tiga orang atau lebih informan. Adapun yang
termasuk informan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan

Kepala Dusun.

b. Observasi
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Menurut Ahmadi (2014) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang
bertujuan untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan
yang terjadi di luar itu, makna latar, serta partisipasi orang-orang di dalam latar.
Dengan metode observasi, peneliti terjun secara langsung menggunakan panca
indra dalam mengamati dan memperhatikan objek yang diteliti kemudian
mencatat kejadian yang dianggap penting. Hasil data yang akan diperoleh
dengan observasi dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan data

pengelolaan keuangan Desa Klampok.

3.6. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari
beberapa sumber seperti hasil wawancara maupun hasil pengamatan yang dituliskan
dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. setelah
dipelajari dan ditelaah secara cermat, langkah selanjutnya peneliti melakukan reduksi
data yang dilakukan dengan abstraksi. Menurut Ghony dan Almanshur (2012) abstraksi
merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan dari proses telaah
data. Hal yang di lakukan peneliti dalam melakukan abstraksi adalah mengumpulkan
data kemudian menyajikan data, lalu melakukan pemilihan pada hal-hal pokok pada
data agar lebih fokus dalam menganalisis dan membuat kesimpulan. Adapun proses

analisis data dapat dirinci sebagai berikut:
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a. Menyajikan data yang diperoleh mengenai keuangan desa untuk tahun
anggaran 2017, data dapat berupa wawancara dan data-data keuangan untuk
tahun anggaran 2017

b. Menganalisis data secara deskriptif atau menggambarkan secara utuh dan nyata
mengenai pengelolaan keuangan Desa Klampok untuk tahun 2017

c. Analisis Data dilakukan dengan membandingkan kegiatan pengelolaan
keuangan desa yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan asas-asas pengelolaan keuangan
desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 vyaitu akuntabilitas,
transparansi, dan partisipatif.

d. Penarikan kesimpulan
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BAB IV
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang
Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah

selatan wilayah Provinsi Jawa Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

e Sebelah utara . Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo
e Sebelah timur : Kabupaten Lumajang

e Sebelah selatan : Samudera Indonesia

e Sebelah barat . Kabupaten Blitar

Luas wilayah Kabupaten Malang sekitar 3.238,26 km? yang merupakan wilayah
kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di
wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara administrasi wilayah Pemerintah Kabupaten
Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378
desa, yang terbagi ke dalam 3.133 RW dan 14.054 RT. Sementara dari segi
perekonomian sumber penghasilan masyarakat Kabupaten Malang sangat heterogen,
tetapi mayoritas bekerja di sektor agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan dan

peternakan.
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4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Singosari

Singosari merupakan salah satu dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang.
Kecamatan Singosari terletak di sebelah utara Kota Malang. Nama Singosari berasal
dari Singhasari (Kerajaan Singhasari) sebuah kerajaan besar pada abad ke 10 dengan
rajanya yang terkenal bernama Ken Arok dan Kertanegara. Kecamatan Singosari
terletak pada ketinggian 487 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 22 °C
sampai dengan 32°C serta curah hujan rata-rata 349 mm per tahun. Sementara dari segi
administratif wilayah Kecamatan Singosari terbagi atas 3 kelurahan, 14 desa, 40 dusun,
143 RW dan 810 RT. Jumlah penduduknya 156.338 jiwa yang terdiri dari 77.841
(49,79%) laki-laki dan 78.497 (50,21%) perempuan. Mata pencaharian utama
masyarakat Singosari adalah di bidang: jasa 12.126 orang, pertanian 9.290 orang,
industri pengolahan 6.293 orang, karyawan 5.719 orang, konstruksi 3.805 orang,

perdagangan 1.920 orang, penggalian 337 orang.

T
Y]
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4.1.3 Gambaran Umum Desa Klampok
4.1.3.1 Kondisi Geografis Desa Klampok
Desa Klampok Kecamatan Singosari secara geografis secara greografis terletak
di dataran tinggi dengan ketinggian +856 meter dari permukaan laut. Batas-batas
wilayah Desa Klampok Kecamatan Singosari adalah sebagai berikut
e Sebelah Utara : Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari
e Sebelah selatan : Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari
e Sebelah barat : Desa Purwoasri Kecamatan Singosari
e Sebelah timur : Desa Ngenep Kecamatan Singosari
Desa Klampok memiliki luas wilayah 1302,5 Ha yang terdiri dari:
a. Tanah Sawah: 317 Ha
b. Tanah Pekarangan dan Bangunan 914,5 Ha
c. Tegalan: 75 Ha
d. Lain-Lain (Sungai, Jalan, Makam, dll): 3,5 Ha
Desa Klampok secara administrasi terbagi ke dalam 3 dusun, 8 RW dan 53

RT seperti pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Pembagian Wilayvah Deza Klampok Eecamatan Singosari
No. Dusun EW ET
1. Krajan 4 22
2. Eebonjati 2 10
3. Sumbul 2 21
Jumlah g 53

EPIM Desa Klampolk =
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4.1.3.2 Kondisi Demografis Desa Klampok

Penduduk Desa Klampok setiap tahun mengalami mobilitas penduduk yang

cukup padat baik itu penduduk yang pindah dari desa lain maupun penduduk asli Desa

Klampok, hal ini sangat nampak padat bahwa penduduk Desa Klampok pada tahun

2017 mencapai 12.255 jiwa terdiri dari laki-laki 6.152 jiwa dan perempuan 6.103 jiwa.

4.1.3.3 Visi dan Misi Desa Klampok

a) Visi Pemerintah Desa Klampok adalah

“Terwujudnya Desa Klampok yang Terlayani, Bermasyarakat, dan

Bermartabat”

b) Misi Pemerintah Desa Klampok adalah

1)

2)

3)

Membutuhkan semangat yang baru pada setiap personil aparat desa
sehingga menjadi sesuatu kekuatan yang menghantarkan Desa Klampok
menjadi lebih baik. Dengan semangat baru pekerjaan yang berat menjadi
ringan dan pekerjaan sulit menjadi mudah dan menjadikan masyarakat
bermartabat.

Khusus untuk aparat pemerintahan desa akan kami ciptakan kondisi itu,
yaitu semangat mengabdi dan berbhakti untuk Desa Klampok. Mendorong
masyarakat dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan
turut mengoptimalkan peran PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
dalam pengembangan pendidikan luar sekolah melalui kejar paket.
Menjalin kerjasama yang lebih kuat dengan mitra kerja kami di Desa

Klampok khususnya BPD untuk menyusun produk-produk hukum di
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tingkat Desa yang lazim disebut PERDES (Peraturan Desa) sebagai
pedoman kami menjalankan tugas pemerintahan desa, mendorong
peningkatan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat.

4) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal
maupun non formal di bidang formal pemerintah sudah menggalakan wajib
belajar tingkat dasar 9 tahun, dan anak-anak yang ada di Desa Klampok

diharapkan tidak ada yang drop out di tingkat WAJARDIKDAS

4.1.3.4 Struktur Pemerintahan Desa Klampok

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

KEFALA DESA
EED =9 TOHARI
SEKRETARIS DESA
SUTRISNO
R AN KAUR UMUM
LUKMAN ARTF
EUWOWo KAUR KEUANGAN
EUMIK ENDANGSIH IKA KARTIKA SART
MODIN
IMAM GHOZALI
KEPETENGAN/JOGOBOYO
KUSNADI
EAMITUWO I ERAJAN EAMITUWOII EAMITUWO [II SUMBUL
. KEBONJATI .
SUDARSAH AKHAAD FOKIB FURWITO
GARIS KOMANDO

CARIS KOORDINAST @ ———-———————-
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4.1.3.5 Tugas dan Fungsi di Pemerintahan Desa Klampok
1) Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah. Tugas Kepala Desa: menyelenggarakan pemerintahan desa,
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa dan
pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai
berikut:

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti: tata praja pemerintahan,
penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan,
pembinaanketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan
wilayah.

b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

c. Pembinaan kemasyarakatan seperti: pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d. Pemberdayaan masyarakat seperti: sosialisasi dan motivasi masyarakat
di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan

keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
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e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga

lainnya

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

3)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adala lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi
Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama
Kapala Desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Sekretaris
Sekertaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa
untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa,
mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
Fungsi sekertaris desa adalah :
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan

umum.
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c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala
Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan.

4) Kepala Urusan/ Pelaksana Teknis Desa
Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan
administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala urusan
mempunyai fungsi:

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum.

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan
keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi

sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
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keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa,
BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan
perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

5) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun (KASUN)
Tugas kepala dusun adalah membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan
kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan
yang sudah ditetapkan. Kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah.

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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4.1.4 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Klampok

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut

RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka

pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). RPJM Desa dijabarkan

dalam program pembangunan tahunan atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja

Pembangunan). Rencana kerja pembangunan dilakukan berdasarkan keadaan atau

kondisi desa yang termuat dalam Laporan RPJM Desa sebagai berikut:

a.

Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Klampok adalah 1302,5 Ha yang terdiri dari:

1. Tanah Sawah: 317 Ha

2. Tanah Pekarangan dan Bangunan 914,5 Ha

3. Tegalan: 75 Ha

4. Lain-Lain (Sungai, Jalan, Makam, dll): 3,5 Ha

Jenis Pekerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 16 tahun ke atas. Jenis pekerjaan di
Desa Klampok cenderung tidak dominan pada jenis mata pencaharian satu
(merata dalam jenis pekerjaan) yang di dominasi dengan bidang pertanian dan
perkebunan.

Kondisi Topografi

Desa Klampok memiliki relief daerah dataran rendah. Desa Klampok

merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada
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sektor pertanian dengan tanaman yang dikembangkan adalah Tebbu, Jagung,

dan Lain-Lain.

d. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Angka Partisipasi Sekolah

Berdasarkan data tingkat pendidikan di Desa Klampok terbanyak pada
tamatan SD atau sederajat kemudian secara berurutan SD, SLTP atau
sederajat, tamatan SLTA atau sederajat, dan terakhir Akademi/Diploma
serta S1

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD merupakan angka hasil pembagian
antara jumlah siswa usia 7 — 12 Tahun di jenjang SD atau sederajat
dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Angka Partisipasi
Murni SD merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia
7 — 12 tahun. Angka Partisipasi Murni SLTP merupakan angka hasil
pembagian antara jumlah siswa usia 13 — 16 tahun di jenjang SLTP atau
sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. APM SLTP
mengalami peningkatan. Gejala ini menunjukan bahwa pelajar lulusan
SD banyak yang melanjutkan ke tingkat SLTP. Angka Partisipasi Murni
SLTA merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 16 —
18 tahun di jenjang SLTA atau sederajat. APM SLTA juga mengalami
peningkatan. Gejala ini menunjukan bahwa pelajar lulusan SLTP

banyak yang melanjutkan ke tingkat SLTA.
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e. Permasalahan Pembangunan

Dalam mengungkap isu-isu strategis harus berangkat dari permasalahan-

permasalahan pembangunan di Desa Klampok secara rinci sebagai berikut:

- Bidang Pendidikan

a.

Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK, dan

SD

. Perlu adanya optimalisasi penyelenggaraan pendidikan PAUD,TK

dan SD

. Masih kurang keterjangkauan pelayanan PAUD
. Masih kurangnya tenaga kependidikan

. Masih kurangnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan

pendidikan

- Bidang Kesehatan

a.

Masih perlu adanya pelayanan kesehatan dasar pada ibu
melahirkan dan bayi, terlambatnya mengambil keputusan oleh
pihak keluarga dan terbatasnya bidan desa

Masih kurangnya kesediaan pelayanan kesehatan baik sarana
maupun prasarana

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat
tradisional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang
membeli obat di luar resep dokter atau obat genetik

Cakupan pelayanan masyarakat miskin masih belum optimal
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Bidang Pekerjaan Umum
Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi, hal ini
didasarkan atas kondisi jalan yang ada dan masih banyaknya kerusakan.
Sampah
Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk
dan belum adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Sumber Daya Air
Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah dikarenakan belum
tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah.
Pembangunan Saluran Drainase
Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi bencana banjir dan
kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase
Penataan Lingkungan
Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum sesuai
harapan dan belum terwujudnya pembangunan pelebaran jalan poros
desa atau dusun yang memadai.
Bidang Perumahan

a. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman.

b. Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan

Gedung, dikarenakan terbatasnya SDM yang ada.
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c. Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual dalam
pencegahan bahaya kebakaran bangunan.

d. Masih ada rumah yang belum menikmati listrik dan fasilitas air
bersih.

e. Belum terfasilitasnya warga miskin untuk memiliki rumah yang
sehat dan layak huni.

f. Belum seimbangnya pertumbuhan rumah tangga dengan
pertumbuhan pengadaan rumah.

- Bidang Penataan Ruang

a. Belum adanya data dan/atau dokumen tentang perencanaan tata
ruang desa.

b. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam
pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum
optimalnya upaya penegakan hokum terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang dalam upaya pengendalian pemanfaatan

ruang.

Rencana Kerja Desa Klampok untuk tahun 2017 lebih menekankan prioritas

pembangunan pada tiga bidang berikut:

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Tabel 4.1.4.1
Perencanaan Pembangunan Desa Klampok
Tahun 2017
No. Uraian Kegiatan Anggaran Sumber Dana
1 Penghasilan Tetap Kepala 190.080.000 ADD
la Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 43.776.000 ADD
1b Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 11.040.000 PAD
2 Operasional Perkantoran 111.969.930 ADD
3 Operasional BPD 29.500.000 ADD
4 Operasional RT RW 42.456.000 ADD
5 Kegiatan Musdes 3.331.500 ADD
6 Kegiatan Musrenbangdes 4.017.500 ADD
7 Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi APBdes 2.742.632 |  Bunga Bank
Semester 1 dan Akhir
8 Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa 2.746.632 SILPA
Semester 1 dan Akhir
9 Dana Cadangan Pilkades 7307.602 ADD
10 Bedah Rumah Untuk Fakir Miskin 8.830.300 DD
11 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
Jembatan Desa:
- Paving RT. 1/2 Gg. Salak 10.913.700 DD
- Paving RT. 2/4 11.528.300 DD
- Paving RT.2/4B 12.099.300 DD
- Paving RT. 2/1 6128.000 DD

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Tahun 2017
No Uraian Kegiatan Anggaran Sumber Dana
- Paving RT. 3/6 47.512.700 DD
- Paving RT. 4/4 5771.200 DD
- Paving RT. 4/6 31.762.600 DD
- Paving RT. 4/7 55.384.100 DD
- Paving RT. 5/6 12.116.000 DD
- Paving RT. 5/7 15.238.700 DD
- Paving RT. 5/8 12.296.800 DD
- Paving RT. 6/7 15.237.400 DD
- Paving RT. 8/7 45.676.500 DD
- Paving RT. 9/8 17.816.600 DD
- Paving RT. 4/1 17.816.600 DD
- Talud Jalan RT. 4-5/3 43.265.800 DD
- TaludJalan RT. 4-1/6 47.423.800 DD
- Talud Jalan RT. 4/8 69.509.000 DD
- Paving RT 6/8 35.402.500 DD
Paving RT. 6/1 7.826.500 DD
12 Pemeliharaan Perkantoran 3.200.000 ADD
13 Air Bersih Berskala Desa 12.751.700 DD
14 Pembangunan Gedung Kesenian 185.336.600 DD
15 Peralatan Kesenian 21.745.604 Bagi Hasil
16 Plengsengan Sawah Pusuko 13.448.000 DD
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Tahun 2017

No Uraian Kegiatan Anggaran Sumber Dana
17 Plengsengan RT. 2/2 14.405.000 DD

18 Plengsengan RT. 2/5 12.645.000 DD

19 Plengsengan RT. 4/4 27.045.000 DD

20 Plengsengan Sawah Gajah 40.146.000 DD

21 Pembinaan Linmas 9.081.000 ADD
22 Pembinaan Karang Taruna 4.935.199 ADD
23 Pembinaan PKK 9.245.069 ADD
24 | Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD 7.609.000 ADD
25 Penyediaan Makanan Sehat Untuk Peningkatan 18.360.000 DD

26 Bantuan Insentif Guru PAUD & Guru Ngaji 16.500.000 ADD
27 Penyusunan Profil Desa 17.062.200 ADD
28 Pelatihan Pengurus Lembaga Kemsyarakatan Desa 7.368.000 ADD
28 Pelatihan Kader Pemberdayaan dan Masyarakat Desa 3.230.000 DD

29 Bantuan Operasional Pendistribusian Pajak 24.462.711 Bagi Hasil

Sumber: RKP Desa Klampok 2017 (diolah)

Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM sebagai pedoman

pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM per tahun anggaran, maka

akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa. Tahap selanjutnya adalah

merealisasikan pos anggaran yang telah ditetapkan dalam RPJM dan dijabarkan pada

RKP Desa. Adapun anggaran yang harus direalisasi terangkum dalam APBDesa
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(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDesa Klampok untuk tahun 2017

sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KLAMPOK
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE ANGGARAN
REK URAIAN (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4
1. PENDAPATAN
1.1. Pendapatan Asli Desa 13.782.632
1.1.1. Hasil Usaha Desa 13.782.632
1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1828 Pendapatan Transfer 1.403.273.102
1.2.1. Dana Desa 856.155.000
1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 39.679.102
1.2.3. Alokasi Dana Desa 507.439.000
JUMLAH PENDAPATAN 1.417.055.734
2. BELANJA
2L, Belanja Desa 1.419.019.977
2.2.1. Belanja Pegawai 267.096.000
2 28 Belanja Barang dan Jasa 278.762.441
2. 198" Belanja Modal 873.161.536
JUMLAH BELANJA 1.419.019.977
SURPLUS / (DEFISIT) -1.964.243
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan 12.014.477
3.1.1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya 12.014.477
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 7.307.602
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 7.307.602
JUMLAH PEMBIAYAAN 4.706.875
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN
ANGGARAN 2.742.632

Sumber: APBD Desa Klampok 2017

Semua perencanaan dan realisasi pos anggaran akan dilaporkan dalam laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun. Adapun

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa Klampok tahun
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anggaran 2017 telah melampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes, tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KLAMPOK

TAHUN ANGGARAN 2017

KODE ANGGARAN Realisasi Lebih/(Kurang)
REK URAIAN (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
1. PENDAPATAN
1.1. Pendapatan Asli Desa 13782632 15495012,46 -1712380,46
1.1.1. Hasil Usaha Desa 13782632 11040000 2742632
1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4455012,46 -4455012,46
1.2. Pendapatan Transfer 1403273102 1425877395 -22604293
1.2.1. Dana Desa 856155000 856155000 0
1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 39679102 62283395 -22604293
1.2.3. Alokasi Dana Desa 507439000 507439000 0
JUMLAH PENDAPATAN 1417055734 1441372407 -24316673,5
2. BELANJA
2.1. Belanja Desa 1419019977 1405630975 13389002
2.2.1. Belanja Pegawai 267096000 267096000
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 278762441 274706819 4055622
2.1.3. Belanja Modal 873161536 863828156 9333380
JUMLAH BELANJA 1419019977 1405630975 13389002
SURPLUS / (DEFISIT) -1964243 35741432,46 -37705675,5
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan 12014477 14757109 -2742632
3.1.1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya 12014477 14757109 -2742632
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 7307602 7307602 0
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 7307602 7307602 0
JUMLAH PEMBIAYAAN 4706875 7449507 -2742632
SISA LEBIH / (KURANG)
PERHITUNGAN ANGGARAN 2742632 43190939,46 -40448307,5

Sumber: RAPBDes Klampok 2017
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian adalah hasil dari analisis data. Data yang diperoleh
berupa data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis
berdasarkan teori-teori yang dijelaskan dalam kajian teori. Penerapan asas-asas
pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sangat
diperlukan dalam upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa dalam
mengelola keuangan desa harus berdasarkan asas akuntabel, transparan dan partisipatif

yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 disebutkan bahwa Sekretaris
Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes
(Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun berkenaan kemudian disampaikan kepada
Kepala Desa, dan selanjutnya Kepala Desa menyampaikannya kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.

Permendagri Nomor 114 tahun 2014 menjelaskan bahwa Rencana Kerja
Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (Satu Tahun). RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RKP Desa Klampok tahun
2017 diatur dalam peraturan desa tentang RKP-Desa nomor 03 Tahun 2017,

diundangkan pada tanggal 1 Januari 2017.
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Menurut Bapak Tohari selaku Kepala Desa Klampok dalam wawancara yang
dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 08.38 di Kantor Desa Klampok,
beliau mengatakan bahwa:

“Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan
musyawarah desa (Musrenbangdes), Musyawarah desa untuk membahas
usulan-usulan pembangunan dari masing-masing dusun, setelah itu dibahas
mengenai skala prioritas pembangunan dari usulan-usulan tersebut, setelah
menentukan prioritas pembangunan di desa, pemerintah desa membentuk Tim
RKP. Tim RKP itu bertugas untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)”

Salah satu kepala dusun bapak Purwito dalam wawancara yang dilakukan pada
tanggal 21 Desember 2018 pukul 09.50, beliau mengatakan bahwa:

“Iya mas, kami mengadakan musyawarah desa, musyawarah desa membahas

rencana pembangunan untuk masing-masing dusun, setelah itu kita menentukan

pembangunan-pembangunan mana yang paling darurat untuk dilaksanakan
yang penentuan anggarannya ditentukan lebih dulu”

Sekretaris Desa Klampok Bapak Sutrisno dalam wawancara yang dilakukan pada
tanggal 21 Desember pukul 12.45, beliau mengatakan bahwa:

“jadi setelah RKP desa disusun, saya menyusun rancangan perdes APBDes.

Rancangan tersebut itu berdasarkan RKP tahun anggaran yang sama, setelah

itu saya serahkan ke Kades dan BPD untuk disepakati bersama. Untuk tahun

2017, perdes APBDes ada di nomor empat tahun 2017 aturannya”

Berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam tahap perencanaan
desa, Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 20 menyebutkan bahwa fungsi BPD adalah
membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

“BPD merupakan lembaga yang mirip dengan DPR, kami percaya dengan

rencana pembangunan pemerintahan desa yang pastinya digunakan untuk

kesejahteraan masyarakat Desa Klampok. (Ketua BPD, 21 Desember 2016
pukul 11.15).
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Adapun alur perencanaan keuangan Desa Klampok dapat digambarkan dengan

alur sebagai berikut:

Gambar 4.2.1.1
Alur Perencanaan Keuangan Desa Klampok

Elembakaz & Pedsman - e —
Mezyepakati penyusnEs RCANTSN L BXR
Muzyawarah PPemcanaan Klampok (Rencana
—_— mba =
Dreza ]; ¥ ngt::a; FPembangunan
EL;::“E Janglkahlenengah)
Dvibahaz dan
dizepakati
Pedoman .
Eancangan FEF Dea Provuiuna Perde: Mo 01 tentsng Memghazilla Minsrenbanzdes
Klampok (Fencana ‘ EPIM (Fencana ‘ (Musyawarah Perencanaan
Kerjs Pembanznnan) Pembangnnan Jangks Fembanzgunan Deza
Alezenzah Deza Klampak
Diibahas dan
dizepakazi
Mfemphasilk: Fedeman
B mxnlam
PERVUIERE
Minsrenbangdes REP Desa Elampak Fancangan
(Musyawarah Perencanaan - (Derdes Mo, 03) — k
] i = T L3 ————————————— I AFEDes
Fembangunan Desa) . mpe
Memphazilka l
FPerde: Nomor 4
tentans APHEDes
Klampol:

Sumber: Data Desa Klampol:, (diclah)

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti akan memberikan contoh alur

perencanaan pada salah satu kegiatan pembangunan, namun batasan penelitian ini

adalah peneliti tidak ikut dalam proses perencanaan di kegiatan tersebut. Berikut

merupakan proses perencanaan pada kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT 04-05/03

dan kegiatan :
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1) Kegiatan pembangunan Talud Jalan RT. 04-05/03 dilatar belakangi oleh masalah
sempitnya gorong-gorong yang mengakibatkan air mengalir ke jalan dan dapat
mengakibatkan jalan menjadi rusak. Hal tersebut dibahas dan disepakati di
musyawarah dusun sekaligus membentuk Tim Pelaksana Kegiatan:

Gambar 4.2.1.2
Tim Pelaksana Kegiatan
PEMBANGUNAN TALUD JALAN

DUSUN KRAJAN RT 04 RW 01 DESA KLAMPOK KEC SINGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TALUD JALAN
DUSUN KRAJAN RT 04-05 RW 03 DESA KLAMPOK KEC SINGOSARI

No | JABATAN DALAM TIM JABATAN
[ |Pelindung 5T Kepala Desa
| Ketua Muhammad Rofii
| Sekertaris Matnaim
L[ Bendahara ] i Mulyono
Anggota a)

Singosari, 10 Mei 2016
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

MUHAMMAD ROFI'l
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2) Kemudian usulan tersebut dibahas dan disepakati di musyawarah tingkat desa

Gambar 4.2.1.3

Usulan Kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT. 04-05/03

USULAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT.04-05 RW.03
KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG

TAHUN 2017

1. Nama Kegiatan Pembangunan Talud Jaian
2. Pelaksana Tim Pelaksana Kegatan ( TPK
3. Lokasi RT/RW/Dusun RT.04-05 RW.03 Krajan
4. Volume kegiatan 194m
5. Perkiraan waktu yang diperlukan : 16 hari

Perkiraan Biaya yang diperiukan : Rp. 43.265.800.

Bantuan yang diusulkan Rp. 43.265.800,

Kesanggupan Swadaya

Jumiah biaya hingga selesai Rp. 43.265.800,
6 Latar belakar

(Jelas masalah yang dihadapi dan penyebabnya adalah dengan seringnya hujan can
semptnya gorong-gorong maka mengakibatkan air mengalic ke jalan dan jalan menjad
rusak)

7. Tupan yang ingin dicapal
(Perubahan kondisi yang ingin dicapal dan biasanya merupakan kebalian dari masalah
Kegiatan yang akan dilakukan
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan
akivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuikan pendanaan APB Desa
swadaya ataupun sumber fain. Kegiatan ini mempunyal hubungan sebab akiat dengan
tujuan)
9. Manfaat yang akan diperoleh
(Kenyamanan bagi pengguna jalan atau masyarakat)
10.Penutup
Demikian proposal pembangunan Talud Jalan Desa Klampok Kecamatan Singosari
Kabupaten Malang, untuk menjadikan perksa dan persetujuan demi terwujudnya
kelancaran yang lebih bak, terima kasin

®

Kiampok, 15 Mei 2016
Ketua Tim PeiaksanaKegiatan ( TPK )

MUHAMMAD ROFI

Gambar 4.2.1.4
Berita Acara Musyawarah Desa

BERITA ACARA
MUSYAWARAH TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT.04-05 RW.03 DUSUN KRAJAN
DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI

Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas di Dusun
ajan Desa Kiampok telah diadakan Musyawarah Desa dalam rangka membahas Pembangunan
#ud Jalan RT 04-05 RW.03 Dusun Krajan Desa Klampok

Musyawarah dihadini oleh Ketua RT 04-05 . Ketua RW 03 dan Kamituwo Dusun Krajan

«ta Pelaksana Kegiatan, dan tokoh masyarakat, dalam musyawarah tersebut di peroleh kata

Jpakat yakni yang hadir dalam musyawarah setuju akan Pembangunan Talud Jaian RT 04
.03 Dusun Krajan Desa Klampok, Rencana Anggaran Biaya yang terlampir. yakni

1. Nama Kegiatan Pembangunan Talud Jalan
2. Pelaksana Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK )
3. Lokasi RT/RW/Dusun RT.04-05 RW.03 Dusun Krajan
4. Volume kegiatan 194m

Perkiraan waktu yang diperlukan - 16 han

Perkiraan Biaya yang diperiukan - Rp. 43265800~

Bantuan yang diusulkan Rp. 43.265.800.-

Kesanggupan Swadaya
Jumiah biaya hingga selesai

Rp. 43.265.800 -

emikian Berita Acara Musyawarah Pembangunan Talud Jalan RT 04-05 RW.03  Dusun Krajan
esa Klampok ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian har:
snyata ada kekeliruan akan diadakan perbaikan /perubahan

Kiampok, 15 Mei 2016

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) Sakretaris TPK

—

P
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3) Dalam musyawarah desa dibahas juga anggaran yang diperlukan berdasarkan
kebutuhan pelaksanaan pembangunan.

Gambar 4.2.1.5
Rencana Anggaran Biaya

IUBAVLAIN AIVIUIANALY BAS L
DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2017

dang PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
egiatan Talud Jalan RT 04-05 RW 0.

|  HARGA

URAIAN vou! JUMLAM (R 6. DANA
| .. ‘Mwullrll ")

N " | 1 g “ (WO i 0
embangunan Talud Jalan RT 04.05 | [ o
wo3
ELANIA BARANG DAN JASA | | 43,265,800
lat Tulls Kantor 40,000
Kertas F4 0,00(
elanja Jasa Upah 425,000
Kepala Tukang ) | ) 125.00(
onor Ttm Panttia | 640,000
Ketua TPK I | 190, 100,

Anggota TPK I

Pengaiias 25

elanja Modal ‘ ‘ 41,939,000
[ ‘ 24,000
[ 97.800

> Copy w’ 6,80
vnatidan X
okumentast [ o480

ypan Kegiatan - 000

4) Musyawarah desa menghasilkan keputusan Kepala Desa dalam pembentukan
Tim Pelaksanaan Kegiatan yang akan melaksanakan keseluruhan kegiatan

pembangunan
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Gambar 4.2.1.6 _
Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Pelaksana Kegiatan

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLAMPOK
KECAMATAN SINGOSARI
NOMOR: 180/ 9 /KEP/35.07.24.2009/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TALUD RT 04-05 RW 03
DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI

KEPALA DESA KLAMPOK

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Malang
Nomor 17  Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Kepala Desa menetapkan
ng jukan Ti Kegiatan Desa;
b. bahwa Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Pelaksana
Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
bahwa i dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tahun
Anggaran 2015;
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

N

®»

Gambar 4.2.1.7
Tim Pelaksana Kegiatan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KLAMPOK
NOMOR  :180/ 9 /KEP/35.07.24.2009/2017
IANGGAL 7 77e7. 2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
TALUD RT 04-05 RW 03
DESA KLAMPOK KECAMATAN SINGOSARI

No. | Jabatan Dalam Tim Jabatan
1. | Pelindung Kepala Desa
2. | Ketua MUHAMMAD ROFI'l
3. | Sekretaris MATNAIM
4. | Bendahara |
5. | Anggota |
a.
|b.
|
|
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Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan perencanaan yang
dilakukan di Desa Klampok, kurang menunjukan asas akuntabel dan transparan dalam
pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti konkrit terkait pelaksanaan
musyawarah di dusun. Bukti-bukti terkait dapat berupa laporan notulen dan berita acara
musyawarah dusun. Partisipasi masyarakat juga tidak bisa dibuktikan karena tidak

adanya daftar hadir dalam musyawarah tersebut.

4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 menjelaskan bahwa dalam
pelaksanaan anggaran semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dilakukan
melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang lengkap dan sah, apabila desa
tersebut tidak memiliki pelayanan perbankan maka pengaturannya ditetapkan oleh
pemerintah kabupaten/kota.

Bendahara desa, Ibu lka dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 28
Desember 2018 pukul 09.00 di Kantor Desa Klampok mengatakan bahwa:

“Kita memakai rekening bank mas, bank jatim, jadi jika akan melakukan

pembayaran kita memakai rekening itu, selain melakukan pembayaran

rekeningnya juga digunakan untuk penerimaan transfer ADD sama DD dari

kabupaten”

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 juga menyebutkan bahwa
Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas

desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. Menurut Peraturan Bupati Malang

Nomor 16 Tahun 2015 Pasal 25 ayat 3 jumlah uang tunai yang berada di brankas
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Bendahara maksimal adalah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Hal ini
senada dengan yang disampaikan oleh Bendahara desa Ibu lka, beliau mengatakan
bahwa:

“Uang tunai yang di brankas kita paling banyak 50 Juta mas”

Berdasarkan Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2017
(terlampir) jumlah kas di Bendahara Desa menunjukan angka sejumlah Rp.
79.503.541,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Pasal 25 ayat 4, dalam hal uang
tunai yang ada pada kas Bendahara lebih dari Rp. 50.000.000,00, Bendahara membuat
Berita Acara Keadaan Kas yang ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Desa, akan
tetapi berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bendahara desa tidak
membuat Berita Acara Keadaan Kas:

“ndak ada surat keterangan mas ” (Bendahara Desa, 29 Maret 2019).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 menjelaskan bahwa pelaksanaan
kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan
dokumen, antara lain Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris
Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan
oleh bapak Sutrisno dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018
pukul 12.45, beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan

dulu memakai RAB, nantinya RAB itu diverifikasi terlebih dahulu oleh saya

sebelum disahkan oleh Kepala Desa, nanti waktu pertanggungjawaban

pelaksana kegiatan wajib mencatat pengeluaran-pengeluarannya di Buku Kas
Kegiatan, kalo mau liat silahkan minta ke mba ika...”
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Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa. Bendahara Desa Klampok hanya dapat
melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari Sekretaris Desa dan
telah disahkan oleh Kepala Desa seperti yang disampaikan Bendahara desa sebagai
berikut:

“Pengeluaran uang harus dilakukan dengan melengkapi berkas berupa Surat
Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Surat Permintaan Pembayaran yang
diverifikasi sekretaris desa lalu disahkan oleh Kepala Desa. ini yang menjadi
syarat pengeluaran uang oleh Bendahara...” (Bendahara Desa, Jumat 28
Desember 2018).

Berikut dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebelum pencairan dana:

Gambar 4.2.2.1
Rencana Anggaran Biaya
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Gambar 4.2.2.2
Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

TAHUN ANGGARAN 2017
. Bidang Pelaksansan Pembangunan Desa Nomor : 0001/SPPI24.0012017
Kegiatan
12 bulan
Pagu Poncarian s.d Pormintaan Jumish Sampal s
Uraian Anggaran Yang Lalu Sekarang Saatini
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) {Rp)
4 O O 7 0
Belanja Alst Tuis Kanlor £00.000,00} 000 140.000.00 14000000 660.000.00
Bosanja Benda Pos dan Materai 480.000.00| 0.0) 2400000 2400000 456.000,00
‘Belarga Fotocopy, Cetak dan Penggandasn 00 97.800.00 9780000 2.005.800,00
‘Balanja Jasa Upah Tenaga Keda 5185.000,00) 0.00) 42600000 42500000 4760.000.00
Balanja Honorarium Tm Panitia 11.700.000,00] 000 640,000.00 640.000,00 11,080,000
Belanja Modal Pengadsan Jaian Desa 499,688,800,00) 000 41939.000,00 4150900000 | 457.749.80000
Jumiah 519.957.400.00 000 43.265.800,00 | 47669160000
P Malang, 09 Mei 2017
G Teiah Dibayar Lunas. Telah ,
Kiampok. L} Desa Klampok
4 9
=5
Y, A SARI KUMIK ENDANGSTH
Halaman 1

Gambar 4.2.2.3

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
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Permendagri 113 tahun 2014 pasal 27 menyebutkan bahwa Pelaksana Kegiatan
bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Berikut contoh buku
pembantu kas di salah satu kegiatan pembangunan di Desa Klampok:

Gambar 4.2.2.4
Buku Kas Pembantu Kegiatan

=
WROFTI

Permendagri 113 tahun 2014 pasal 31 menjelaskan bahwa Bendahara desa
sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan
seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara desa Ibu Ika mengatakan bahwa:

“Setiap ada pengeluaran yang menyebabkan pajak, kita ambil pajaknya mas,
terus langsung kita setorkan”



Gambar 4.2.2.5
Bukti Penyetoran Pajak

Adapun alur pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Klampok dapat

digambarkan dengan alur sebagai berikut:

LLLLLLL

Gambar 4.2.2.6
Alur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Sekretaris Desa

Kepala Desa

Bendahara Desa

Mengajukan

Melakukan
Pengadaaan
Barang

Setelah
barang atau
jasa

nelakukan
pembayaran
Berdasarkan
SPP
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Berdasarkan mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Klampok
tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan Desa Klampok telah dilakukan

sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014.

4.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 35 menjelaskan bahwa Bendahara
desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan
tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, selain itu Bendahara juga harus
mempertanggungjawabkan uang kepada Kepala Desa menggunakan Laporan
Pertanggungjawaban tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara desa dilakukan dengan Buku Kas
Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan keuangan di Desa
Klampok sudah menggunakan buku-buku tersebut seperti yang diungkapkan
Bendahara Desa Klampok sebagai berikut:

“Saya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran menggunakan
Aplikasi SISKEUDES yang menghasilkan laporan pembukuan seperti buku-
buku seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Bank, dan Buku
Pembantu Pajak” (Bendahara Desa, 28 Desember 2018).

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa
Klampok Bapak Tohari di Kantor Desa pada 20 Desember 2018 pukul 08.30 WIB,
menyatakan bahwa:

“Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara desa sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku, pembukuan sudah dilakukan di Buku Kas Umum,

Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank yang diinput ke aplikasi
SISKEUDES™
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Gambar 4.2.3
Aplikasi SISKEUDES Desa Klampok

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG B
TAHUN ANGGARAN 2017

SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES)

G e S -

Berikut beberapa contoh penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa
Klampok di tahun anggaran 2017:

1) Pada tanggal 28 April 2017 Desa Klampok menerima transfer Dana Desa ke
rekening bank desa sebesar Rp 202.975.600,-

2) Pada Tanggal 09 Mei 2017, Bendahara melakukan pengambilan anggaran Dana
Desa sebesar Rp.40.146.000 dari rekening bank untuk pembangunan
Plengsengan Sawah Gajah

3) Pada Tanggal 09 Mei 2017 melakukan realisasi kegiatan pembangunan
Plengsengan Sawah Gajah sebesar Rp.40.146.000

s Pada Tanggal 10 Mei 2017 Bendahara melakukan pemotongan pajak atas
pembayaran sewa peralatan (pick up) sebesar Rp. 60.000 (Pph 23) dan PPN

Pusat
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NAMA BANK : BANKJATIM
NO. REK : 0592108241
PEMASUKAN PENGELUARAN
. TANCGCAL URAIAN BUKTI AT
o TRANSAKSI TRANSAKSI TRANSAKSI
SETORAN BUNGA PENARIKAN PATAK BIAYA
ADMINISTRASI
(®Rp) ®p) ®p.) ®p) ®p)
1 2 E] 4 5 6 7 g 9 10
b4 XXX
x 28/04/2017 Terima 0002/ TBP/24. 202.975.600 XEX
Transfer, 092017
Dana Desa
x 09/05/2017 Pengambilan 0001/CASH?2 40.146.000 XEX
Anggaran 4.00/2017
Dana Desa
(Plengsengan
Sawzh Gajzh)
TOTAL TRANSAKSI BULAN INT
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
BUKU KAS UMUM-TUNAI
PEMERINTAH DESA KLAMPOK
TAHUN ANGGARAN 2017
b PENERIMAAN PENGELUARAN NO PENGELUARAN SALIMD
b e P T (Ep.) ®p) BUKTI KUMULATIF
1 2 4 5 6 7 8 ]
X X/%/x XXEXX XXX XX XXX
X xrx EANNX IXX X XXX
X 09/05/2017 | Pengambilan 40.416.000
Anggaran Dana
Desa
(Plengsengan)
X 09/05/2017 | Pembangunan 40.146.000 XX XXX XXX
Plengsengan
Sawah Gajah
X X IXNNY IXX XX XXX XXX
X 10/05/2017 | Potongan Pph 23 60.000 X XXX XXX
atas pembayaran
sewa peralatan
(Pick-up)
Jumlah IXX XXX XXX XXX




]BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA KLAMPOK

TAHUN ANGGARAN 2017

90

No Tanggal Uraian Pemotongan Penyetoran (Rp) Saldo (Rp)
(Rp)
L 10/05/2017 | 0022/KWT/24-09/2017
Pembayaran Sewa Peralatan (Pick up)
Potongan Pajak PPN Pusat 272.727 272727
Potongan Pajak PPh 23 60.000 332727
2. XXX XXX XXX
Jumlah o MK

Berdasarkan beberapa contoh penatausahaan di Desa Klampok tersebut
menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan Desa Klampok telah dilakukan sesuai
dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Pemendagri nomor 113 tahun 2014 pasal

35 dan 36.

4.2.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Klampok

Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri nomor 113
tahun 2014 pasal 37. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada
bupati/walikota berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
yang paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara
laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun
berikutnya.

Pelaporan keuangan desa di Desa Klampok untuk semester pertama telah
disampaikan pada bulan Juli sesuai dengan aturan, sementara untuk pelaporan untuk
semester kedua sampai awal bulan Februari belum terselesaikan karena terdapat

berbagai kendala seperti perubahan terkait aturan-aturan pelaporan pengelolaan
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keuangan yang harus dilaksanakan dan sulitnya perangkat-perangkat desa dalam
menyelesaikan pengerjaan laporan dengan tepat waktu.

“Kita menyampaikan LRA semester pertama pada awal Juli. Untuk semester

akhir tahun, kami agak terlambat menyampaikan ke bupati dikarenakan ada

beberapa kendala seperti perubahan beberapa aturan pelaporan dan sulitnya
perangkat desa dalam menyelesaikan pengerjaan laporan dengan tepat waktu”

(Kepala Desa, Jumat 20 Desember 2018).

Berdasarkan mekanisme pelaporan keuangan Desa Klampok tersebut
menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Desa Klampok belum dilakukan sesuai
dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Pemendagri nomor 113 tahun 2014 pasal
37. Hal ini dikarenakan palaporan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

disampaikan lebih dari batas waktu yang telat diatur. Batas waktu yang diatur oleh

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah akhir bulan Januari tahun berikutnya.

4.2.5 Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa Klampok
Pelaksanan pertangungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah dengan
menyampaikan laporan pertangungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Permendagri nomor 113
tahun 2014 pasal 38 laporan pertangungjawaban realisasi pelaksanaan ABDesa terdiri
dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada laporan pertangungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa dilampiri:
a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanan APBDesa tahun

anggaran yang berkenaan.
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b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran
berkenaan, dan
c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke

desa.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Klampok telah dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Desa Klampok nomor 05 tahun 2017 tentang laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
tahun anggaran 2017. Laporan pertangungjawaban tersebut telah disepakati bersama
BPD dan Kepala Desa yang kemudian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2017 dan
diundangkan oleh sekertaris desa pada tanggal 31 Desember 2017. Pada Laporan
pertangungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun
anggaran 2015 Desa Klampok telah mencantumkan beberapa laporan sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran

2017

2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2017
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
4. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 41 menjelaskan bahwa laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1
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(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Sekretaris Desa Klampok, bapak

Sutrisno mengatakan bahwa:
“Untuk LPJ kami selalu kerepotan mas, kita waktu itu terlambat dalam
penyampaian LPJ ke kabupaten, kita baru selesai seluruh LPJ kegiatan pada
awal februari, alasannya karena LPJ dilakukan untuk masing-masing kegiatan,
sedangkan kegiatan kami cukup banyak, mengumpulkan dan menata berkas-
berkasnya itu yang repot, karena terkadang ada berkas-berkas yang tersimpan
di map lain”

Berdasarkan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Desa Klampok tersebut
menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan Desa Klampok belum dilakukan
sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Pemendagri nomor 113 tahun 2014
pasal 38. Hal ini dikarenakan panyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBDes disampaikan lebih dari batas waktu yang telat diatur. Batas waktu yang diatur

oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah akhir bulan Januari tahun berikutnya.

4.2.6 Analisis Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Klampok
4.2.6.1 Transparan

Menurut Nordiawan (Sujarweni, 2015) transparan dalam pengelolaan keuangan
berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang
sudah dipercayakan kepada pemerintah dan ketaatan pengelola pada peraturan
perundang-undangan.

Transparasi merupakan salah satu nilai dari prinsip good governance. Dengan

adanya transparasi akan mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia
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yang terlibat di dalamnya untuk berperan dalam menentukan kode etik dan kebijakan
sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, hal ini dilakukan
sebagai bagian dari tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.

Desa Klampok dalam pengelolaan keuangannya, selalu berusaha untuk
transparan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Tohari dalam wawancara yang
dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 08.40, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kami selalu berusaha se transparan mungkin kepada masyarakat, jika ada

masyarakat yang ingin tau mengenai keuangan desa boleh datang langsung ke

kantor, kami juga menyampaikan anggaran lewat musyawarah yang diadakan

tiap tahun, untuk realisasi anggaran juga kami sampaikan di musyawarah di

awal tahun anggaran berikutnya, pada saat musdes”

Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 40 menjelaskan bahwa Laporan realisasi
dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses
oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud pada alat antara lain papan
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Sekretaris Desa, bapak Sutrisno dalam wawancara yang dilakukan tanggal 21
Desember Pukul 12.45 mengatakan bahwa:

“Laporan Realisasi Anggaran kami sampaikan ke masyarakat lewat papan

pengumuman yang ada di depan mas, jadi masyarakat bisa tau realisasi-

realisasi kegiatan pembangunan pemerintah desa, kami juga memasang papan
pengumuman mengenai anggaran pembangunan di dekat lokasi kegiatan
pembangunannya mas, fungsinya agar masyarakat tahu”

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, memang benar terdapat

papan pengumuman yang berada di depan kantor desa, papan pengumuman dengan

ukuran 3x1 meter tersebut menurut penuturan salah satu warga memang sering
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ditempel macam-macam pengumuman seperti pengumuman penemuan barang, acara-
acara desa dan sebagainya termasuk anggaran desa serta realisasi anggarannya.
“iva mas, disini biasanya ada pengumuman Seperti pengumuman acara-acara

desa sama pengumuman anggaran dan realisasinya juga” (sholeh, 7 Januari
2019)

Gambar 4.2.6.1.1
Papan Pengumuman Desa Klampok

Gambar 4.2.6.1.2
Papan Pengumuman Desa Klampok
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Dalam usaha untuk melaksanakan asas transparan dalam pengelolaan keuangan
desa, ada kendala yang dialami oleh pejabat desa yaitu seperti yang disampaikan
Bendahara Desa, dalam wawancara yang dilakukan pada tangoal 21 Desember pukul
11.15. Beliau menyampaikan bahwa:

“perangkat desa memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Hal-hal terkait dengan
pendanaan desa juga pasti kami sampaikan kepada masyarakat melalui
musyawarah desa agar masyarakat bisa datang untuk mendapatkan informasi
vang dijelaskan oleh aparatur desa kepada masyarakat”™
Pemerintah Desa Klampok sudah berupaya untuk melaksanakan asas

transparan mengenai pengelolaan keuangannya, akan tetapi Pemerintah Desa
mengalami banyak kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan
informasi yang disampaikan oleh aparatur desa sehingga informasi yang disampaikan

ke seluruh lapisan masyarakat kurang diterima dengan baik karena masyarakat hanya

melihat hasil realisasinya saja tanpa ingin tahu proses perencanaan dan pelaksanannya.

4.2.6.2 Akuntabel
Subeni dan Ghozali (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu
bentuk keharusan seseorang atau pimpinan/pelaksana untuk menjamin bahwa tugas
dan kewajiban yang dilakukannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,
akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.
Sekretaris Desa Klampok, bapak Sutrisno dalam wawancara yang dilakukan

tanggal 21 Desember pukul 12.45 mengatakan bahwa:
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“Kami dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada
peraturan-peraturan yang ada, baik permendagri maupun perbup. Saya yakin

pemerintah Desa Klampok sudah mentaati setiap aturan-aturan tersebut”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Klampok, bapak Tohari.

Beliau menyampaikan bahwa:

“Aparatur desa sudah berupaya mentaati peraturan yang ada. Kami siap
ditegur oleh pemerintah jika ada hal yang kurang tepat dalam pengelolaan

keuangan desa. ”

Berdasarkan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Klampok, rencana kerja

pembangunan desa tahun 2017 diatur dalam Peraturan Desa Klampok (Perdes) Nomor

03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Klampok.

Perdes Nomor 03 Tahun 2017 memuat tentang:

BAB | Pendahuluan

BAB Il Arah Kebijakan Keuangan Desa Tahun 2017

BAB Il Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa Serta Kerangka Pendanaan
BAB IV Kebijakan dan Program Pembangunan Desa

BAB V Penutup

Berdasarkan RKP desa, Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa

tentang APBDes. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang

APBDes kepada Kepala Desa untuk disepakati bersama dengan BPD, setelah itu

terbitlah Peraturan Desa Klampok Nomor 04 Tahun 2017 tentang APBDes. APBDes

tahun 2017 memuat rincian anggaran pendapatan dan belanja desa yang terdiri dari:



Pendapatan Desa

Belanja Desa

a.
b.
C.
d.

e.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Bidang Pembangunan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Tak Terduga

Jumlah Belanja

Surplus/Defisit

Pembiayaan

a.

Penerimaan Pembiayaan

Rp. 1.419.019.977
Rp. 441.656.194
Rp. 859.510.504
Rp. 23.261.269
Rp. 94.591.911

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

b. Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan

Jumlah Pembiayaan

Sisa Lebih/Kurang

98

Rp. 1417.055.734

Rp. 1.419.019.977

Rp.  -1.964.243

Rp. 12.014.477

Rp. 7.307.602
Rp. 4.706.875

Rp. 2.742.632

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pelaksana kegiatan

realisasi APBDes terlebih dahulu mengajukan pendanaan dengan menyampaikan

dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya kegiatan. Berikut contoh Rencana

Anggaran Biaya pada kegiatan pembangunan Talud Jalan RT. 04-05 RW 03:
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Rencana Anggaran Biaya

Desa Klampok Kecamatan Singosari
Tahun Anggaran 2017
Bidang  Pelaksanazn Pembangunan Desa
Kegiatan : Talud Jalan RT. 04-05, EW 03
Panjang :194m
Lebar :0,80m
Waktu Pelaksanaan : 16 Han
Sumber Dana :Dana Desa 2017
Volume Harga Sumber
Uraian Satuan Jumlah (Rp) Dana
Rp)

Pembangunan Talud Jalan RT 04-05 DD
RW 03

Belanja Barang dan Jasa 43.265.800

Alat Tulis Kantor 40.000

Kertas F4 40,000 40.000

Belanja Jasa Upah 425.000

Kepala Tukang 85.000 423000

Honor Tim Panitia 640.000

Ketua TFK 190.000 190.000

Anggota TPK. 100.000 200.000

Pengawas 250.000 250.000

Belanja Modal 41.939.000

Batu Kali 230.000 14.260 000

Pasir Pasang 136.000 4896 000

Semen 40 Kg 54.000 11.178.000

Pekerja 65.000 7605000

Tukang 80.000 4.000.000

Benda Pos 24.000

Materai 6.000 24 000
Penggandaan 97.300

Foto Copy 200 76.800
Penjilidan 3500 21.000
Dokumentasi 100.000

Papan Kegiatan 109.000 100.000

Klampok, ...
Disetujui/ Mengeszhian Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa ( )

Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP diajukan bersama dengan
Pernyataan Tanggingjawab Kerja dan lampiran bukti transaksi.

Pada tahap penatausahaan keuangan desa, Bendahara Desa melakukan
pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku
kas pembantu pajak, dan buku bank.

Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri
nomor 113 tahun 2014 pasal 37. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama berupa laporan
realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun
berjalan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan

Januari tahun berikutnya.
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Dalam upaya untuk melaksanakan asas akuntabel, Pemerintah Desa Klampok
sudah melaksanakan Permendagri 113 Tahun 2014, kecuali pada tahap pelaporan dan
pertanggungjwaban realisasi pelaksanaan APBDes, Pemerintah Desa Klampok belum
bisa melaksanakan tahap itu dengan baik, kurangnya kemampuan pemerintah Desa
Klampok dalam menyelesaikan pengerjaan laporan dengan tepat waktu juga menjadi

hambatan dalam mematuhi Permendagri nomor 113 Tahun 2014.

4.2.6.3 Partisipatif
Sujarweni (2015) mengatakan bahwa partisipasi pengelolaan keuangan desa
adalah prinsip dimana setiap masyarakat desa mempunyai hak untuk terlibat dalam
setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintahan desa baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kepala Desa Klampok, bapak Tohari dalam wawancara yang dilakukan pada
tanggal 20 Desember pukul 20.45 mengatakan bahwa:
“Dalam perencanaan pembangunan desa, kami selalu mengajak masyarakat
untuk ikut berpartisipasi, contohnya dalam musyawarah desa kami
mengundang segenap masyarakat untuk ikut hadir dalam musyawarah
tersebut, dalam penyusunan RKP, masyarakat juga kami libatkan dalam tim
RKP. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan kami juga melibatkan

masyarakat untuk menjadi bagian dari tim yang merealisasikan pembangunan
tersebut.
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Gambar 4.2.6.3
Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan

PEMBANGUNAN TALUD JALAN
DUSUN KRAJAN RT 04 RW 01 DESA KLAMPOK KEC SINGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2017

NO | JABATAN DALAM TIM

o

MUHAMMAD ROFI'l

Ketua BPD, mengatakan bahwa:

“Masyarakat selalu kami ajak untuk terlibat dalam penyusunan rencana
pembangunan desa, usulan-usulan dari masyarakat sangat kami harapkan,
masyarakat bisa menyampaikan usulan-usulan ketika diadakannya
musyawarah desa, di luar musyawarah masyarakat juga bisa menyampaikan
usulan atau keluhan terkait kebijakan pemerintah desa, masyarakat bisa
menyampaikan langsung atau lewat kami, BPD”

Salah satu masyarakat Desa Klampok dalam wawancara yang di lakukan pada
tanggal 7 Januari 2019 pukul 10:00 WIB yang bernama Sholeh, menjelaskan bahwa:
“Masyarakat dalam musyawarah desa lumayan banyak yang datang, kalo

dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pemuda pernah diajak untuk
membangun BUMDes ”
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Dalam upaya tercapainya asas partisipatif, Pemerintah Desa Klampok
memberikan hak sepenuhnya kepada semua pihak termasuk masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Peran pemerintah daerah juga sangat
dibutuhkan, terlebih dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 44 disebutkan
bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa. Namun menurut Kepala Desa Klampok, bapak Tohari
mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten tidak secara langsung mendampingi dan membina

aparatur desa dalam mengelola keuangan desa, akan tetapi pemerintah

memberikan sosialisasi pengelolaan keuangan setiap ada peraturan baru jadi

tidak secara langsung mas..”
Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, masyarakat Desa Klampok dapat
dikatakan ikut andil atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa,
namun asas-asas transparan dan akuntabel tidak dijalankan. Hal tersebut dapat dilihat

dari tidak ditemukannya daftar hadir rapat yang dapat menjadi bukti bahwa masyarakat

Desa Klampok ikut berpartisipasi dalam perencanaan keuangan desa.

4.2.7 Analisis Praktik Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Klampok
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113
Tahun 2014

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dilihat

pelaksanaan Permendagri 113 tahun 2014 pada tabel berikut:



103

Tabel 4.2.7.1
Perencanaan Keuangan Desa Klampok Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014
No. Indikator Kategori Keterangan
1 Sekretaris Desa menyusun Sesuai -

Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa
tahun berkenaan.

2 Sekretaris Desa menyampaikan Sesuai -
rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Kepala Desa.

3 Rancangan peraturan Desa tentang Sesuai Tidak adamya Berita Acara
APBDesa disampaikan oleh terkait rapat pembahasan
Kepala Desa kepada Badan Rancangan Perdes APBDes
Permusyawaratan Desa untuk sehingga belum menerapkan
dibahas dan disepakati bersama. asas transparan dan akuntabel

Berdasarkan Tabel 4.2.7.1 Perencanaan Keuangan Desa Klampok sudah sesuai
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun terdapat kendala yang terjadi,
yaitu kurang lengkapnya dokumen terkait rapat yang membahas Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDes sehingga dapat menjadi halangan dalam menerapkan asas

akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Tabel 4.2.7.2
Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014
No. Indikator Kategori Keterangan
1 | Semua penerimaan dan pengeluaran Sesuai - Akuntabel: dibuktikan
desa dalam rangka pelaksanaan dengan dicatatnya
Kewenangan desa dilaksanakan transaksi pengeluaran dan
melalui rekening kas desa. penerimaan ke dalam

Buku Bank Desa

- Transparan: terdapat
Laporan Buku Bank Desa
yang dapat dilihat dan di
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Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No

Indikator

Kategori

Keterangan

print out dari aplikasi
SISKEUDES

- Partisipasi: Pelaksanaan
kegiatan melibatkan
masyarakat desa

Semua penerimaan dan pengeluaran
desa harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.

Sesuai

Akuntabel: Pelaksana
kegiatan mengajukan dana
untuk kegiatan dengan
menggunakan Rincian
Anggaran Biaya (RAB)
yang sudah disetujui oleh
Kepala Desa, selain itu
terdapat lampiran formulir
seperti Surat Permintaan
Pembayaran, Pernyataan
Tanggungjawab Belanja,
dan Bukti-BuktiTransaksi

- Transparan: Bukti-bukti
penerimaan maupun
pengeluaran dilampirkan
ke dalam Laporan
Pertanggungjawaban
Belanja

- Partisipatif: Pelaksana
kegiatan merupakan
warga Desa Klampok
yang didampingi oleh
aparatur desa

Bendahara dapat menyimpan uang
dalam Kas Desa pada jumlah
tertentu dalam rangka memenuhi
kebutuhan operasional pemerintah
desa. Pengaturan jumlah uang
dalam kas desa ditetapkan dalam
Peraturan Bupati/Walikota.

Tidak Sesual

Tidak sesuai dengan Peraturan
Bupati Malang No. 16 Pasal
25 ayat 4 yang menyebutkan
bahwa jika kas di brankas
melebihi jumlah maksimal
yaitu Rp. 50.000.000,00 maka
bendahara desa wajib
membuat berita acara, tetapi
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Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No

Indikator

Kategori

Keterangan

bendahara desa belum
membuat surat keterangan
apapun. Jumlah kas di brankas
melebihi jumlah maksimal
berdasarkan data di Laporan
Kekayaan Desa

Pelaksana Kegiatan mengajukan
pendanaan untuk melaksanakan
kegiatan harus disertai dengan
dokumen antara lain Rencana
Anggaran Biaya.

Sesuai

Akuntabel: Pelaksana
kegiatan mengajukan dana
untuk kegiatan dengan
menggunakan Rincian
Anggaran Biaya (RAB)
yang sudah disetujui oleh
Kepala Desa, selain itu
terdapat lampiran formulir
seperti Surat Permintaan
Pembayaran, Pernyataan
Tanggungjawab Belanja,
dan Bukti-BuktiTransaksi

- Transparan: Bukti-bukti
penerimaan maupun
pengeluaran dilampirkan
ke dalam Laporan
Pertanggungjawaban
Belanja

- Partisipatif: Pelaksana
kegiatan merupakan
warga Desa Klampok
yang didampingi oleh
aparatur desa

Rencana Anggaran Biaya di
verifikasi oleh Sekretaris Desa dan
di sahkan oleh Kepala Desa.

Sesuai

- Akuntabel: Pelaksana
kegiatan mengajukan dana
untuk kegiatan dengan
menggunakan Rincian
Anggaran Biaya (RAB)
yang sudah disetujui oleh
Kepala Desa, selain itu
terdapat lampiran formulir
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Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No

Indikator

Kategori

Keterangan

seperti Surat Permintaan
Pembayaran, Pernyataan
Tanggungjawab Belanja,
dan Bukti-BuktiTransaksi
Transparan: Bukti-bukti
penerimaan maupun
pengeluaran dilampirkan
ke dalam Laporan.
Pertanggungjawaban
Belanja

Partisipatif: Pelaksana
kegiatan merupakan
warga Desa Klampok
yang didampingi oleh
aparatur desa

Pelaksana Kegiatan
bertanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan dengan
mempergunakan buku pembantu
kas kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan di desa.

Sesuai

Akuntabel: Terdapat Buku
pembantu kas kegiatan
sebagai bentuk
pertanggungjawaban
Transparan: Buku kas
pembantu kegiatan
dilampirkan dalam
Laporan
Pertanggungjawaban
kegiatan pelaksanaan
anggaran

Partisipatif: Pelaksana
kegiatan dilakukan oleh
masyarakat yang
didampingi oleh
perangkat desa

Berdasarkan rencana anggaran biaya
pelaksana kegiatan mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Kepala Desa.

Sesual

Akuntabel: Pelaksana
kegiatan mengajukan dana
untuk kegiatan dengan
menggunakan Rincian
Anggaran Biaya (RAB)
yang sudah disetujui oleh
Kepala Desa, selain itu
terdapat lampiran formulir
seperti Surat Permintaan
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No

Indikator

Kategori

Keterangan

Pembayaran, Pernyataan
Tanggungjawab Belanja,
dan Bukti-BuktiTransaksi
Transparan: Bukti-bukti
penerimaan maupun
pengeluaran dilampirkan
ke dalam Laporan
Pertanggungjawaban
Belanja

Partisipatif: Pelaksana
kegiatan merupakan
warga Desa Klampok
yang didampingi oleh
aparatur desa.

Berdasarkan SPP yang telah di
verifikasi Sekretaris Desa, Kepala

Desa  menyetujui
pembayaran dan

melakukan pembayaran.

Sesuai

permintaan
bendahara

Akuntabel: Pelaksana
kegiatan mengajukan dana
untuk kegiatan dengan
menggunakan Rincian
Anggaran Biaya (RAB)
yang sudah disetujui oleh
Kepala Desa, selain itu
terdapat lampiran formulir
seperti Surat Permintaan
Pembayaran, Pernyataan
Tanggungjawab Belanja,
dan Bukti-BuktiTransaksi
Transparan: Bukti-bukti
penerimaan maupun
pengeluaran dilampirkan
ke dalam Laporan
Pertanggungjawaban
Belanja

Partisipatif: Pelaksana
kegiatan merupakan
warga Desa Klampok
yang didampingi oleh
aparatur desa
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No

Indikator

Kategori

Keterangan

Pembayaran yang telah dilakukan
selanjutnya bendahara melakukan
pencatatan pengeluaran.

Sesuali

Akuntabel: terdapat Buku
Kas Umum dan Buku
Bank untuk mencatat
transaksi pengeluaran
Transparan: Laporan
Buku Kas Umum maupun
Buku Bank dapat dilihat
maupun di print out di
Aplikasi SISKEUDES

- Partisipatif: Pelaksana
kegiatan merupakan
warga Desa Klampok
yang didampingi oleh
aparatur desa.

10

Bendahara desa sebagai wajib
pungut pajak penghasilan (PPh) dan
pajak lainnya, wajib menyetorkan
seluruh penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke rekening
kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sesuai

Akuntabel: terdapat Buku
pembantu pajak untuk
mencatat transaksi yang
terdapat pengenaan
pajaknya

Transparan: Laporan
Buku pembantu pajak
dapat dilihat maupun di
print out di Aplikasi
SISKEUDES
Partisipatif: Pelaksana
kegiatan merupakan
warga Desa Klampok
yang didampingi oleh
aparatur desa

Berdasarkan Tabel 4.2.7.2 Pelaksanaan Keuangan Desa Klampok sudah sesuai
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 kecuali yang terjadi perihal penyimpanan
uang di brankas, ketika uang kas di bendahara sudah melebihi batas maksimal yang

sudah ditetapkan, bendahara desa belum membuat berita acara, hal tersebut belum
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sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 25 yang diatur lewat Peraturan

Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015.

Tabel 4.2.7.3
Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No.

Indikator Kategori Keterangan

Penatausahaan  dilakukan oleh Sesuai - Akuntabel: Terdapat

Bendahara Desa. laporan keuangan Desa
seperti Buku Bank, Buku
Kas Umum. Dan Buku
Pembantu Pajak

- Transparasi: Laporan
Keuangan dapat dilihat
maupun di print out di
Aplikasi SISKEUDES
Transparasi: Pelaksanaan
kegiatan yang
mengakibatkan transaksi
keuangan melibatkan
warga Desa Klampok
yang didampingi oleh
aparatur desa

Bendahara Desa wajib melakukan Sesuai - Akuntabel: Terdapat

pencatatan setiap penerimaan dan laporan keuangan Desa

pengeluaran serta melakukan seperti Buku Bank, Buku

tutup buku setiap akhir bulan Kas Umum. Dan Buku

secara tertib Pembantu Pajak

- Transparasi: Laporan
Keuangan dapat dilihat
maupun di print out di
Aplikasi SISKEUDES

- Transparasi: Pelaksanaan
kegiatan yang
mengakibatkan transaksi
keuangan melibatkan
warga Desa Klampok
yang didampingi oleh
aparatur desa.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Indikator

Kategori

Keterangan

Penatausahaan penerimaan dan
pengeluaran menggunakan:

a. buku kas umum;

b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
c. buku Bank.

Sesuali

Akuntabel: Terdapat
laporan keuangan Desa
seperti Buku Bank, Buku
Kas Umum. Dan Buku
Pembantu Pajak
Transparasi: Laporan
Keuangan dapat dilihat
maupun di print out di
Aplikasi SISKEUDES
Transparasi: Pelaksanaan
kegiatan yang
mengakibatkan transaksi
keuangan melibatkan
warga Desa Klampok
yang didampingi oleh
aparatur desa

Berdasarkan Tabel 4.2.7.3 Penatausahaan Keuangan Desa Klampok sudah

sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tidak ada kendala dalam

pelaksanaan penatausahaan keuangan desa.

Tabel 4.2.7.4
Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014
No. Indikator Kategori Keterangan
1 | Kepala Desa menyampaikan Sesual -
laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati/Walikota
berupa:
a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.
2 | Laporan semester pertama berupa Sesuai -
laporan realisasi APBDesa.
3 | Laporan realisasi pelaksanaan Sesuai -

APBDesa disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.
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Tabel 4.2.7.4 Lanjutan
Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014
No Indikator Kategori Keterangan
4 | Laporan semester akhir tahun Tidak Sesuai Disampaikan pertengahan
disampaikan paling lambat pada februari
akhir bulan Januari tahun
berikutnya.

Berdasarkan Tabel 4.2.7.4 Pelaporan Keuangan Desa Klampok belum sesuai
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, itu terjadi karena Laporan semester di
akhir tahun anggaran disampaikan ke Camat melebihi batas waktu yang disampaikan
yaitu bulan Februari. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37
menjelaskan bahwa Laporan Semester Akhir Tahun disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Januari.

Tabel 4.2.7.5

Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No. Indikator Kategori Keterangan
1 | Kepala Desa menyampaikan Sesuai - Akuntabel: dibuktikan
laporan pertanggungjawaban dengan terdapatnya
realisasi pelaksanaan APBDesa Laporan
kepada Bupati/Walikota setiap Pertanggungjawaban
akhir tahun anggaran. - Transparan: Laporan
Pertanggungjawaban
dapat dilihat di Kantor
Desa
- Partiisipasi: Pelaksana
kegiatan merupakan
warga Desa Klampok

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Tabel 4.2.7.5 Lanjutan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No

Indikator Kategori Keterangan

yang mana mereka
wajib melampiran
dokumen-dokumen
terkait dengan
pelaksanaan kegiatan
yang akan dijadikan
lampiran dalam
Laporan
Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban Sesuai - Akuntabel: dibuktikan

realisasi pelaksanaan APBDesa dengan terdapatnya

terdiri dari pendapatan, belanja, Laporan

dan pembiayaan. Pertanggungjawaban

- Transparan: Laporan
Pertanggungjawaban
dapat dilihat di Kantor
Desa

- Partiisipasi: Pelaksana
kegiatan merupakan
warga Desa Klampok
yang mana mereka
wajib melampiran
dokumen-dokumen
terkait dengan
pelaksanaan kegiatan
yang akan dijadikan
lampiran dalam
Laporan
Pertanggungjawaban

Peraturan Desa tentang laporan Sesuai - Akuntabel: dibuktikan
pertanggungjawaban realisasi dengan terdapatnya
pelaksanaan Laporan

APBDesa dilampiri: Pertanggungjawaban
a. format Laporan - Transparan: Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa dapat dilihat di Kantor
Tahun Anggaran berkenaan Desa




Tabel 4.2.7.5 Lanjutan

Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

113

No Indikator Kategori Keterangan
b. format Laporan Kekayaan - Partiisipasi: Pelaksana
Milik Desa per 31 Desember kegiatan merupakan
Tahun Anggaran warga Desa Klampok
berkenaan; dan yang mana mereka
c. format Laporan Program wajib melampiran
Pemerintah dan Pemerintah dokumen-dokumen
Daerah yang masuk terkait dengan
ke desa. pelaksanaan kegiatan
yang akan dijadikan
lampiran dalam
Laporan
Pertanggungjawaban
4 | Laporan Pertanggungjawaban Sesuai - Akuntabel: dibuktikan

Realisasi Pelaksanaan APBDesa
merupakan bagian tidak
terpisahkan dari laporan
penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

dengan terdapatnya
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Transparan: Laporan
Pertanggungjawaban
dapat dilihat di Kantor
Desa

Partiisipasi: Pelaksana
kegiatan merupakan
warga Desa Klampok
yang mana mereka
wajib melampiran
dokumen-dokumen
terkait dengan
pelaksanaan kegiatan
yang akan dijadikan
lampiran dalam
Laporan
Pertanggungjawaban

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Tabel 4.2.7.5 Lanjutan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

No Indikator Kategori Keterangan
5 | Laporan realisasi dan laporan Sesuai - Akuntabel: terdapat
pertanggungjawaban realisasi Papan Pengumuman
pelaksanaan APBDesa yang digunakan untuk
diinformasikan kepada masyarakat menyampaikan
secara tertulis dan dengan media informasi keuangan
informasi yang mudah diakses desa,
oleh masyarakat. - Transparan: Papan
pengumuman digunakan
untuk menyampaikan
informasi keuangan desa
- Partisipasi: kurangnya
partisipasi masyarakat
terkait keingintahuan
informasi keuangan desa
6 | Media informasi antara lain papan Sesuai - Akuntabel: terdapat
pengumuman, radio komunitas, Papan Pengumuman
dan media informasi lainnya. yang digunakan untuk

menyampaikan
informasi keuangan dea,
selain itu
pertanggungjawaban
keuangan disampaikan
melalui musyawarah
desa

- Transparan:
pertanggungjawaban
keuangan disampaikan
melalui musyawarah
desa yang dibuktikan
dengan Berita Acara
Musyawarah Desa,
namun tidak terdapat
daftar hadir msyarakat
yang dapat menunjang
penerapan asas
transparan

- Partisipatif: masyarakat
mengikuti musyawarah
desa
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Berdasarkan Tabel 4.2.7.5 Pertanggungjawaban Keuangan Desa Klampok
sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, kecuali dalam penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa ke Camat dimana laporan tersebut
disampaikan terlambat melebihi batas waktu yang ditentukan. Menurut Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 41 menyebutkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban

disampaikan ke Bupati lewat Camat paling lambat akhir bulan Januari.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam upaya
mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik sudah hampir tercapai seperti yang telah
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Klampok dilihat dari segi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah hampir
sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014. Terdapat beberapa hal yang membuat pelaksanaan Permendagri Nomor
113 Tahun 2014 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, yaitu dari segi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa masih ada aturan yang belum diketahui maupun dipahami
oleh aparatur desa seperti peraturan jumlah maksimal uang kas di brankas yang tidak
boleh melebihi batas maksimum Rp.50.000.000, selain itu dari segi pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah desa masih terlambat dalam
penyampaian Laporan Pertanggungjawaban keuangan ke Bupati, hal itu yang dapat
menghambat proses pencairan Dana ADD maupun Dana Desa di kemudian hari.

Upaya transparansi keuangan Desa Klampok sudah dilakukan oleh Pemerintah
Desa Klampok seperti pemasangan papan pengumuman di depan kantor desa yang

berguna sebagai alat untuk menyampaikan anggaran yang akan dilaksanakan dan juga
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realisasinya. Akan tetapi terdapat kendala dengan kemampuan sumber daya
masyarakat yang masih kurang memahami tentang informasi yang disampaikan
sehingga memungkinkan aparatur desa selain menyampaikan informasi pemerintahan
desa dengan tertulis juga disampaikan secara lisan melaui rapat yang diselenggarakan
oleh aparatur desa.

Partisipatif pengelolaan keuangan Desa Klampok dalam upaya mewujudkan
sistem pengelolaan keuangan yang baik ditunjukan dengan ikut andilnya masyarakat
dalam mengikuti musyawarah desa, namun hal tersebut tidak dapat ditunjukan melalui

dokumen yang terkait dengan kehadiran masyarakat di dalam musyawarah desa.

5.2 Saran
Penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak terkait dari hasil penelitian
yang sudah dilakukan, pihak-pihak yang bersangkutan yaitu:
a. Perangkat Desa Klampok

Perangkat Desa Klampok diharapkan untuk lebih aktif untuk menggali setiap
informasi-informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini berguna untuk
memudahkan perangkat desa dalam menjalankan peraturan-peraturan baru yang
diterbitkan oleh pemerintah. Perangkat Desa Klampok diharapkan untuk terus
mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.
perangkat desa dapat bekerja sama dengan BPD untuk memberikan edukasi
tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa

b. Pemerintah Daerah
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Pemerintah Daerah sebaiknya ikut berpartisipasi lebih dalam terkait dengan
pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dapat memberikan manfaat untuk pihak
aparatur desa sebagai edukasi seperti contoh ketika terdapat peraturan-peraturan
baru yang muncul, aparatur desa dapat lebih cepat mendapatkan informasi dan
siap melaksanakannya karena ada pendampingan dari Pemerintah Daerah
Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini hanya difokuskan dalam pengelolaan keuangan desa dimana
peneliti memiliki batasan masalah yaitu tidak mengikuti proses perencanaan
pengelolaan keuangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah ruang

lingkup yang lebih luas agar bahasan dalam penelitian menjadi lebih menarik.
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TOPIK

HASIL WAWANCARA

: PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NARASUMBER : Bapak Tohari

JABATAN : Kepala Desa Klampok
TANGGAL : Kamis, 20 Desember 2018
TEMPAT : Rumah Kepala Desa Klampok
Peneliti: Pak, terkait dengan pengelolaan keuangan desa, itu tahap-tahapnya
seperti apa pak?
Informan: Jadi Tahap keuangan desa itu diawali dari perencanaan, lalu ada
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
Peneliti: terkait dengan perencanaan itu prosesnya seperti apa pak?
Informan: Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan
musyawarah desa (Musrenbangdes), Musyawarah desa untuk
membahas usulan-usulan pembangunan dari masing-masing dusun,
setelah itu dibahas mengenai skala prioritas pembangunan dari
usulan-usulan tersebut, setelah menentukan prioritas pembangunan
di desa, pemerintah desa membentuk Tim RKP. Tim RKP itu
bertugas untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)”
Peneliti: Tim RKP itu apa pak?
Informan: RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa), Tim RKP itu bertugas
untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang nantinya
RAB itu dijadikan dasar untuk membuat Rancangan APBDes
Peneliti: Tim RKP itu anggotanya siapa aja pak?



Informan:

Peneliti:

Informan:

Peneliti:

Informan:

Peneliti:

Informan:

Peneliti:

Informan:

Tim RKP itu anggotanya ada dari perangkat desa, LPM, dan
masyarakat,

Untuk Musyawarahnya itu dilakukan bulan apa pak?
antara april sampai juni mas

Yang mengadakan musdes itu pemerintah desa atau masyarakat

pak?

BPD Mas, kami hanya memfasilitasi, BPD yang mengadakan

acaranya
yang hadir itu dari kalangan mana saja pak?

Tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan, LPM, termasuk semua
unsur dari masyarakat mas. Dalam perencanaan pembangunan desa,
kami itu selalu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi,
contohnya dalam musyawarah desa kami mengundang segenap
masyarakat untuk ikut hadir dalam musyawarah tersebut, dalam
penyusunan RKP, masyarakat juga kami libatkan dalam tim RKP.
Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan kami juga melibatkan
masyarakat untuk menjadi bagian dari tim yang merealisasikan

pembangunan tersebut

Dalam musyawarah itu selain membahas usulan-usulan
pembangunan, apa ada hal lain yang dibahas atau disampaikan oleh

pemerintah desa?

selain  membahas usulan-usulan pembangunan, kita juga
menyampaikan realisasi anggaran tahun sebelumnya mas, Kami
selalu berusaha se transparan mungkin kepada masyarakat, jika ada
masyarakat yang ingin tau mengenai keuangan desa sebenaarnya
boleh datang langsung ke kantor, kami juga menyampaikan
anggaran lewat musyawarah yang diadakan tiap tahun, untuk



realisasi anggaran juga kami sampaikan di musyawarah di awal

tahun anggaran berikutnya, pada saat musdes.

NARASUMBER : Bapak Purwito

JABATAN : Kepala Dusun 111
TANGGAL : Kamis, 21 Desember 2018
TEMPAT : Kantor Desa Klampok
Peneliti: Pak, apa benar disini itu setiap tahun diadakan musyawarah desa

Informan:

Peneliti:

Informan:

Peneliti:

Informan:

Peneliti:

Informan:

Peneliti:

Informan:

terkait pengelolaan keuangan pak?

lya mas, kami mengadakan musyawarah desa, musyawarah desa
membahas rencana pembangunan untuk masing-masing dusun,
setelah itu kita menentukan pembangunan-pembangunan mana yang
paling darurat untuk dilaksanakan yang penentuan anggarannya
ditentukan lebih dulu

Apa benar masing-masing dusun itu membuat usulan pembangunan

lalu kemudian dibahas di musyawarah?

lya mas, jadi kami dari dusun membawa usulan pembangunan ke
musdes, lalu di musdes dinilai prioritas mana dulu yang harus

dibangun

untuk tahun anggaran saat ini itu musyawarahnya dilakukan tahun

sebelumnya pak?

iya mas, untuk membuat anggaran, jadi harus tahun sebelumnya
di bulan apa pak musyawarahnya?

Mei mas

Warga dilibatkan gak pak buat hadir di musdes,

iya mas, kantor desa memfasilitasi untuk warga yang ingin hadir

langsung memberikan usulan



NARASUMBER : Bapak Sutrisno

JABATAN . Sekretaris Desa Klampok
TANGGAL : Jum’at, 21 Desember 2018
TEMPAT : Kantor Desa Klampok

Peneliti: Pak, terkait dengan pengelolaan keuangan desa, itu tahap-tahapnya
seperti apa pak?

Informan: Jadi Tahap keuangan desa itu diawali dari perencanaan,
pelaksanaan, lalu penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban

Peneliti: Apa fungsi dan tugas sekretaris desa dalam perencanaan keuangan
desa ?

Informan: Jadi setelah musdes dibentuk tim RKP untuk merancang RAB, lalu

TOPIK

mereka membuat laporan RKP, jadi RKP desa disusun, saya
menyusun rancangan perdes APBDes. Rancangan tersebut itu
berdasarkan RKP tahun anggaran yang sama, setelah itu saya
serahkan ke Kades dan BPD untuk disepakati bersama. Untuk tahun
2017, perdes APBDes ada di nomor empat tahun 2017 aturannya.

: PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NARASUMBER : Bapak Tohari

JABATAN : Kepala Desa Klampok
TANGGAL : Kamis, 20 Desember 2018
TEMPAT : Rumah Kepala Desa Klampok

Peneliti:

Terkait dengan pelaksanaan keuangan desa, apa sudah

mematuhi peraturan yang ada pak?



Informan:

Aparatur desa sudah berupaya mentaati peraturan yang ada.

Kami siap ditegur oleh pemerintah jika ada hal yang kurang

tepat dalam pengelolaan keuangan desa

NARASUMBER : Ibu lka Kartika Sari

JABATAN

TANGGAL

TEMPAT

Peneliti:

Informan:

Peneliti:
Informan:

Peneliti:

Informan:

Peneliti:

Informan:

Peneliti:
Informan:

: Bendahara Desa Klampok
: Jum’at, 28 Desember 2018
. Kantor Desa Klampok

Mbak, apa dalam melakukan penerimaan uang ataupun
pengeluaran disini sudah memakai rekening bank?

Kita sudah memakai rekening bank mas, bank jatim, jadi jika
akan melakukan pembayaran kita memakai rekening itu,
selain melakukan pembayaran rekeningnya juga digunakan
untuk penerimaan transfer ADD sama DD dari kabupaten.
Tapi masih menyimpan uang yang tunai kan mbak?

lya mas,

paling banyak atau maksimal berapa mbak, yang disimpan
di brankas itu?

Uang tunai yang di brankas kita paling banyak 50 Juta mas
Mbak, jika ingin ada pengeluaran kas, itu tahap-tahapnya
seperti apa?

Pengeluaran uang harus dilakukan dengan melengkapi
berkas berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan
Surat Permintaan Pembayaran yang diverifikasi sekretaris
desa lalu disahkan oleh Kepala Desa. ini yang menjadi syarat
pengeluaran uang oleh Bendahara.

Mengenai pajak disini bagaimana mbak?

Setiap ada pengeluaran yang menyebabkan pajak, kita ambil
pajaknya mas, terus langsung kita setorkan.



NARASUMBER : Bapak Sutrisno

JABATAN
TANGGAL
TEMPAT

Peneliti:

Informan:

: Sekretaris Desa Klampok
: Jum’at, 21 Desember 2018

: Kantor Desa Klampok

terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, apa tugas
sekretaris desa terkait hal itu, apa ada yang berkaitan dengan
kegiatan pencairan dana?

Sebelum melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan
mengajukan pendanaan dulu memakai RAB, nantinya RAB
itu diverifikasi terlebih dahulu oleh saya sebelum disahkan
oleh Kepala Desa, nanti waktu pertanggungjawaban
pelaksana  kegiatan  wajib mencatat pengeluaran-
pengeluarannya di Buku Kas Kegiatan, kalo mau liat

silahkan minta ke mba ika

3. TOPIK : PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
NARASUMBER : Bapak Tohari

JABATAN
TANGGAL
TEMPAT

Peneliti:

Informan:

: Kepala Desa Klampok
: Kamis, 20 Desember 2018
: Rumah Kepala Desa Klampok

Mengenai kegiatan penatausahaan disini seperti apa pak?
apa sudah mengikuti ketentuan?

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara desa sudah
sesuai dengan peraturan yang berlaku, pembukuan sudah
dilakukan di Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak,
dan Buku Bank yang diinput ke aplikasi SISKEUDES

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



NARASUMBER : Ibu lka Kartika Sari

JABATAN
TANGGAL
TEMPAT

Peneliti:

Informan:

Peneliti:

Informan:

Peneliti:

Informan:

: Bendahara Desa Klampok
: Jum’at, 28 Desember 2018

: Kantor Desa Klampok

Mbak, disini laporan atau pembukuan yang dihasilkan itu

apa aja terkait keuangannya?

Banyak mas, ada buku kas, buku bank, buku pembantu

pajak, buku pembantu bank,
Fungsi dari masing-masing jenis buku tadi itu apa mbak?

Kalo buku kas untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran
tunali, selain itu jika ada pencairan dari rekening juga dicatat
disini. Buku bank gunanya untuk mencatat penerimaan dan
pengeluaran dari transfer rekening. Kalo buku kas pembantu
pajak digunakan buat mencatat pungutan pajak serta
setorannya.

Mbak, apa benar disini sudah memakai siskeuedes?

lya mas, saya melakukan pencatatan penerimaan dan

pengeluaran menggunakan Aplikasi SISKEUDES

4. TOPIK : PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
NARASUMBER : Bapak Tohari

JABATAN
TANGGAL
TEMPAT

: Kepala Desa Klampok
: Kamis, 20 Desember 2018
: Rumah Kepala Desa Klampok

Peneliti: pak, terkait pelaporan keuangan desa, seperti apa pak?

Informan: kita harus melaporkan realisasi anggaran mas ke bupati, lewat

camat
Peneliti:
Informan:

Kapan pak pelaporannya, di bulan apa?
Awal juli dan akhir tahun



Peneliti:

Informan:

Apa ada kendala pak terkait pelaporannya?

Kita menyampaikan LRA semester pertama pada awal Juli
tahun 2017. Untuk semester akhir tahun, kami terlambat
menyampaikan ke bupati dikarenakan ada beberapa kendala
seperti perangkat desa dalam menyelesaikan pengerjaan

laporan yang belum cepat sehingga tidak tepat waktu.

5. TOPIK : PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DESA
NARASUMBER : Bapak Sutrisno
JABATAN . Sekretaris Desa Klampok
TANGGAL : Jum’at, 21 Desember 2018
TEMPAT : Kantor Desa Klampok

Peneliti:

Informan:

Peneliti:

Informan:

Peneliti:

Informan:

Peneliti:

Pak, terkait pertanggungjawaban keuangan desa itu kan dilakukan

di akhir tahun, itu apa saja yang dilaporkan pak?

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kekayaan Desa, ADD, DD,

sama LPPD mas

LPPD itu apa pak?

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

apa ada kendala pak dalam tahap pertanggungjawaban ini?

Untuk LPJ kami selalu kerepotan mas, kita baru selesai seluruh LPJ
kegiatan pada awal maret, alasannya karena LPJ dilakukan untuk
masing-masing kegiatan, sedangkan kegiatan kami cukup banyak,
mengumpulkan dan menata berkas-berkasnya itu yang repot, karena
terkadang ada berkas-berkas yang tersimpan di map lain

Untuk realisasi anggaran itu disampaikan ke masyarakat lewat apa
pak?



Informan:

Laporan Realisasi Anggaran kami sampaikan ke masyarakat lewat
papan pengumuman yang ada di depan mas, jadi masyarakat bisa tau
realisasi-realisasi kegiatan pembangunan pemerintah desa, kami
juga memasang papan pengumuman mengenai anggaran
pembangunan di dekat lokasi kegiatan pembangunannya mas,

fungsinya agar masyarakat tahu.

NARASUMBER : Ibu lka Kartika Sari

JABATAN : Bendahara Desa Klampok
TANGGAL : Jum’at, 28 Desember 2018
TEMPAT : Kantor Desa Klampok
Peneliti: Mbak, apa masyarakat disini sering datang buat mencari tau perihal
pengelolaan keuangan di desa mbak?
Informan: Yaa masyarakat yang jadi TPK pembangunan itu sering kesini mas,
Peneliti: Kalo masyarakat biasa mbak? Apa mereka sering tanya-tanya
tentang keuangan?
Informan: gak pernah mas, masyarakat Klampok memang masih belum bisa

memahami tentang administrasi yang dilaksanakan di kantor desa
ini, akan tetapi kami perangkat desa memberikan hak sepenuhnya
kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka
butuhkan. Hal-hal terkait dengan pendanaan desa juga pasti kami
sampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa agar
masyarakat bisa datang untuk mendapatkan informasi yang

dijelaskan oleh aparatur desa kepada masyarakat

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



ONVIVIN 40 ALISHIAINN DINVTISI 31VLS NIHVAGI MITTVIN VNVINVIA 40 ASVAEElT TVAELNEGD

LAMPIRAN 2



LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2017

XODE URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 20106
(Rp) (Rp)
1 2 3 4
1. ASET
1.1 Aset Lancar
1.1.1. Kas dan Bank 115.186.163,21 0,00
11101 Kas di Bendanara Desa 79.503.541,00 0,00
11102 Rekening Kas Desa 39.602.022.21 0,00
1.1.2. Piutang 0,00 0,00
11204 Plutang Sewa Tanah 0,00 0,00
11202 Plutang Sewa Geoung 0.00 0.00
11203 Plutang Sewa Peralatan 0.00 0,00
11204 Plutang Bagt Hasit Pajak 0.00 0,00
11205 Plutang Bagt Hasi Retribus! 0,00 0,00
11200 Plutang Alokas! Dana Desa 0.00 0,00
11207 Plutang Pangar Keglatan 0,00 0,00
1.1.200 Plutang Lain-lain 0,00 0,00
1.1.3. Persediaan 0,00 0,00
11301 Persediaan Benda Pos dan Materal 0,00 0,00
1.1.3.02 Persediaan Alat Tuls Kantor 0,00 0,00
11303 Persediaan Blangko dan Barang Cetakan 0.00 0,00
1.1.3.04 Persediaan Alat-Alat ListrikLampuw/Batieras 0,00 0,00
1.1.305 Persediaan SBahan/Materad 0,00 0,00
1.1.3.00 Alat-atat Keber Pembersih 0.00 0,00
1.1.307 Persediaan Bbit Hewan/Tanaman 0,00 0,00
11300 Persediaan Barang Untuk Dihbankan kepada Masyarakat 0,00 0,00
Jumiah Asect Lancar 119.186.103,21 0,00
12, Investas!
121 Penyertaan Modal Pemerintah Desa 0,00 0,00
Jumiah investas! 0,00 0,00
13, Aset Tetap
131 Tanah 0,00 0.00
132 Peratatan dan Mesin 48.452.632.00 0,00
133 Gedung dan Bangunan 107.547.140.00 0,00
134 Jalan, Jaringan dan instalasi £03.602.750,00 0,00
135, Asel Telap Laiwiya 2174000400 Q.00
TR Hataman 1
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KODE URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2010
{Rp) (Rp)
1 2 3 4
130 Konstruks! Datam Pengerjaan 0,00 0,00
138 Akumuias] Penyusutan Aktiva Tetap 0,00 0,00
Jumiah Aset Tetap 803.828.130,00 0,00
14, Dana Cadangan
141 Dana Cadangan 0,00 0,00
Jumlah Dana Cadangan 0,00 000
13. Asect Tidak Lancar Lainnya
151 Taghan Plutang Penjualan Angsuran 0,00 0,00
152 Tagihan Tuntutan Gant! Kerugian Daerah 0,00 0,00
153 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0.00
154. Aktiva Tidak SBerwujud 0,00 0.00
155, Aset Laindain 0,00 0,00
Jumiah Aset Tidak Lancar Lainnya 0,00 0,00
JUMLAH ASET 283.014.319.21 0,00
FA KEWAJIBAN
24, Kewajiban Jangka Pendek
211 Hutang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 0,00
212 Hutang Bunga 0,00 0,00
213 Hutang Pajak 75.880.223,73 0,00
214 Pendapatan Diterima Dimuika 0,00 0.00
215 Baglan Lancar Hutang Jangka Panjang 0,00 0,00
216 Hutang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0.00
Jumiah Kewa]iban Jangka Pendek 73.993.223,73 000
JUMLAH KEWAJIBAN 73.993.223,73 o000
3 EXUITAS
34, Ekuitas Dana Lancar
311 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 43.180.835.40 0,00
312 Cadangan Plutang 0,00 0,00
313 Cadangan Persediaan 0,00 Q.00
314 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Utang Jangka Pendek 0,00 0,00
31.5. Pendapatan Drangguhian 0,00 0,00
Jumiah Ekultas Dana Lancar 43.190.939,40 0,00
32, Ekuftas Dana Investasi
321 ! Datam Jangka Panjang 0,00 0,00
azz2 Danvestasikan Dafam Aset Tetap 863.826.1506,00 0,00
323 Dunvestasikan Datam Aset Lannya 0,00 0,00
| Pvkes by Siebates | Halaman 2
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A TAHUN 2017 TAHUN 2010
{Rp) (Rp)
1 2 3 4
Jumiah Ekultas Dana Investas! 863.828.156,00 0,00
33. Ekuitas Dana Cadangan
331 Danvestasikan Dafam Dana Cadangan 0,00 0.0
Jumiah Ekultas Dana Cadangan 0,00 0,00
JUMLAH EXKUITAS 907.019.083,40 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EXUITAS 983.014.319.21 0,00
Malang, 20 December 2018
Kepala Desa Klampok
TOHARI
| Printed by Siskeudes | Halaman 3
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LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KLAMPOK
TAHUN ANGGARAN 2017
Realisas! s.d 31/12/2017
XODE REX URAIAN ANGGARAN REALISASI | LEBIH/KURANG)|
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 E]

1 PENDAPATAN
11 Pendapatan Asll Desa 13.782.632,00 13.493.012,40 1.712.380,48
144 Has# Usaha Desa 13.702.632,00 11.040.000,00 2742.632,00
114 Lain - Lain Pendagatan Asli Daerah Yang Sah 0.00 443501240 445501240
1.2 Pendapatan Transfer 1.403.273.102,00 | 1.423.877.393,00 22.004.293,00
121 Dana Desa 656.153.000,00 856.135.000,00 0.00
122 Bagl Hasll Pajak dan Retribusi 39.079.102,00 62.203.393,00 22 004.293,00
123 Alckasi Dana Desa 507.439.000,00 507.439.000,00 0.00

JUMLAH PENDAPATAN 1417.033.734,00 |  1.441.372.407,40 24.310.073,40
2 BELANJA
21 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 441.0%6.1 441.738.094,00 82.300,00
244 P Tetap dan 244.896.000,00 244.890.000,00 0,00
21.1.1. Beianja Pegawal 244.096.000,00 244.096.000,00 0,00
21.1.1.0 Penghasiian Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 150.080.000,00 150.000.000,00 0,00
211103 Penghasiian Tambahan Kepala Desa dan Perangiat © 11.040.000,00 11.040.000,00 000
21.1.1.04 Tunjangan Kepaia Desa dan Perangkat Desa 43.776.000,00 43.776.000.00 000
24.2 Keglatan Operasional Kantor Desa 111.909.930,00 112.092.430,00 82.300,00
2122 Beianja Barang dan Jasa 03.672.298,00 63.754.790,00 62.500,00
21220, Belanja Listrik, Alr, Telepon, Faw/internet 1.200.000,00 1.200.000,00 000
212202 Belanja Alat Tuss Kantor 5.308.545,00 3.300.548,00 0.00
212203 Belarya Alat-alat han dan Bahan P 420.250,00 420.220,00 0,00
212204 Belanja Benda Pos dan Materal 350.000,00 390.000,00 0,00
212200, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.277.900,00 2.277.500,00 0.00
212207 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
212200 Belanja Pakaan Dinas dan Alributnya 5.800.000,00 3.500.000,00 0,00
212210 Belanja Jasa Upah Tenaga Kena 11.840.000,00 11.840.000,00 0.00
212211, Belanja Sewa Peralatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0.00
212214, Belania Honorarum Tim Panitia 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00
212216 Belarya Perjalanan Dinas 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00
21222 Selanja Jasa Transaks! Keuangan (Admin Sank o) 000 22 300,00 (92.200,00)
21.23 Betanja Modal 45.297.632,00 40.297.632,00 0,00
2123194 Selania Modal Pengadaan Peraiatan Kantor 34 457.032,00 34.497.632,00 0,00
2123160 Selanja Modal Pengadaan Komputes 11.000.000,00 11.000.000.00 0,00
2142347, Belania Modal Alat-aist 2.500.000,00 2.500.000,00 000
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Realisas! s.d 31/12/2017 LL
KODE REX URAIAN ANGGARAN REALISAS! | LEBIH/(KURANG) O
(Rp) (Rp) (Rp) >-
1 2 3 4 3

212349, Belanja Modal Pengadaan Peraiatan dan Mesin Lainm 300.000,00 300.000,00 0.00 I:
213 Keglatan Operasional BPD 29.300.000,00 25.300.000,00 0.00 CD
21371 Betania Pegawal 22 200.000.00 22.200.000,00 0,00 m
2131006 T BPFD dan A 22.200.000,00 22.200.000,00 000 m
2132 Belanja Barang dan Jasa 7.143.000.00 7.145.000,00 0.00 >
213202 Belanja Alat Tuls Kantor 317.500,00 317.500,00 000 E
213200 Belanja Folocopy, Cetak dan Penggandaan 77.500,00 77.500,00 000 :

213207 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.330.000,00 o000
213200 Belanja Pakaan Dinas dan Atributnya 2.700.000,00 2.700.000,00 000 9
213216 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700 000,00 000 E
2133 Beianja Modal 155.000,00 155.000,00 0,00 <
213348, Belania Modal Alat-aiat 155.000,00 155.000,00 0,00 _I
214 Keglatan Operasional RTRW 42.436.000,00 42.430.000,00 0,00 w
2142 Betanja Barang dan Jasa 42.436.000,00 42.430.000,00 0,00 e
214210 Belanja Jasa Upah Tenaga Kera 42.456.000,00 42.456.000,00 000 I_u
213 Desa 33330000 333130000 0.00 -
2152 Belanja Barang dan Jasa 3.331.500.00 3.331.500,00 0,00 <
21.5.2.02. Belanga Alat Tuss Kartor 354.000,00 354.000,00 0.00 I_
2.4.52.06, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 204.000,00 204.000,00 0.00 (n
21.5207. Belanja Makanan dan Minurman Rapat 1.750.000,00 1.750.000,00 000 E
213214 Belanja Honorarum Tim Panitia 450.000,00 430.000,00 0,00 f—
21.3218 Belania Instruktur/F £00.000,00 500.000,00 0,00 I
2.1.5247, Belanja Dexoras! dan Dokumentas! 33.800,00 33.500,00 0.00 <
21.0 P Desa 4.017.300,00 4.017.300,00 0,00 m
2162 Beianja Barang dan Jasa 4.017.500,00 4.017.500,00 0,00 g
216202, Belanja Alat Tuss Kantor 306.500,00 306.500,00 0.00 !
21.6.2.00 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 290.000,00 290.000,00 0,00 —
21.6207. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.000.000,00 0,00 —I
216214 Belanja Honorarium Tim Panitia 515.000,00 515.000,00 0.00 <
21.6.2.146, Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 300.000,00 0.00 E
219 Laporan Seme 2.742.632,00 2.742.032,00 0,00 <
21.9.2 Beianja Barang dan Jasa 2.742.632.00 2.742.632,00 0,00 Z

219202 Belanja Alat Tuss Kantor 242.632,00 242 032,00 0,00
219200 Belanja F Cetak dan 020.000,00 620.000,00 000 j
219.207 Selanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 0.00 :
219210 Belanja Jasa Upah Tenaga Kera 400.000,00 400.000,00 000 <
21921 Belania Honorarium Tim Panitia 880.000,00 850.000,00 000 E

2.1.10 P Laporan Dana Desa (AP 2.742.632,00 2.742.632,00 0,00
21.102. Befanja Barang dan Jasa 2.742.632,00 2.742.632,00 0,00 |.|.
@

200122012 10:43:10 AM Hataman 2 .

(08




)
Z
<
-
<
=
Reallsasi 5.0 31/12/2017 LL
HODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG) O
(Rp) (Rp) (Rp) >
1 2 3 s s
2110202 Selanja Alat Tuss Kantor 24263200 242032,00 0.00 I:
21.102.06. Belanja Cetak dan £20.000,00 £620.000,00 0.00 CD
2110207 Betanga Maxanan dan Minuman Rapat 200.000,00 00.000,00 000 Dﬂ
21.102.10 Belanja Jasa Upah Tenaga Kena 400.000,00 400 000,00 000 m
2110214 Belanja Honorartum Tim Panitia 800.000,00 S050.000,00 000 2
22 Blgang Peiakzanaan Pembangunan Desa s393t000000| E3003322000| 947738000 prd
221 P dan P St e ¥ 8.830.300,00 £.745.940,00 £0.360,00 -
2212 Belanja Barang dan Jasa 757.200.00 787.200,00 0,00
221202 Belanja Alat Tuss Kantor 80.000,00 80.000,00 000 9
221.204, Belanja Banda Pos dan Materal 30.000,00 30.000,00 000 E
221.200. Belanja F Celak dan 42.200.00 4220000 000 <
221.210 Belanja Jasa Upah Tenapa Kena 03.000,00 85.000,00 000 J
221214 Belanja Honoranum Tim Panitia 550.000,00 5350.000,00 000 w
2213 Befanfa Modal 2.043.100,00 7.962.740,00 50.360,00 -
221326 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya ©.043.100,00 7.802.740,00 0.360,00 L
222 Keglatan Pembangunan dan Pemellharaan Jalan dan Je 319.937.400,00 310.986.780,00 8.970.620,00 I_
2222 Betanja Barang dan Jasa 20.268.600,00 20.160.600,00 106.000.00 lS
222202, Belanja Alat Tues Kanor £00.000,00 £00.000,00 0.00 (n
222204, Belania Benda Pos dan Materal 480.000,00 372.000,00 108.000,00
222206 Belania Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2103.000,00 2.103.600,00 0.00 E
222210 Selania Jasa Upah Tenaga Kera 5.465.000,00 5.183.000,00 000 E
222214, Belanja Honorarium Tim Panitia 11.700.000,00 11.700.000,00 0.00 <
2223 Belanfa Modal 499.600.000.00 |  490.826.180,00 £.062.620,00 m
222327, Selania Modal Pengadaan Jalan Desa 4se08800000 | 490.526.480,00 5862 620,00 m
223 dan Sarana dan ¥ 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 —
2232 Befanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 !
223210 Belania Jasa Upah Tenaga Kerda 1.020.000,00 1.020.000,00 0.00 —
223218 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.180.000,00 2.180.000,00 000 J
220 dan Sarana dan F 12.791.700,00 12.727.300,00 24.400,00 <
2262 Betanja Barang dan Jasa 912.900,00 906.900,00 6.000,00 E
226202 Belania Alat Tues Kantor 40.000,00 40.000,00 0.00 <
226204 Selania Benda Pos dan Materal 24.000,00 18.000,00 6.000,00 Z
226200 Selania Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 51.400,00 51.400,00 0.00 <
226210, Selanja Jasa Upah Tenaga Kera 127.500,00 127 500,00 0.00 |
228214, Belana Honoranum Tim Panitia £40.000,00 640.000,00 0,00 :
2263 Befanfa Modal 11.630.800.00 11.820.400,00 18.400,00 <
220329 Belanja Modal Pengadaan Janngan Al 11.030.000,00 11.820.400 .00 18.400.00 E
227 F dan P Sarana dan F 207.082.204,00  206.937.004,00 123.200,00
2272 Befanja Barang dan Jasa 5.233.000,00 3.227.000,00 6.000,00 LL
o
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Realisas! 5.d 31/12/2017
KODE REX URAIAN ANGGARAN REALISASI | LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 3
227202 Selanjy Alat Tuss Kantor 40.000,00 40.000,00 0.00
227204, Belanja Benda Pos dan Materal 24.000,00 16.000,00 ©.000,00
227.2006 Belania Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 4.000,00 84.000,00 000
227210 Belanja Jasa Upah Tanaga Kerna 4.335.000,00 4.335.000,00 000
227214 Belanja Honorarium Tim Panitia 750.000,00 750.000,00 000
2273 Beianja Modal 201.649.204,00 |  201.730.004,00 119.200,00
227320 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 100.103.600,00 179.804.400,00 119.200,00
227334, Belanja Modal Barang 21.745.004,00 21.745.004,00 000
228 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan ¥ 107.089.000,00 107.412.200,00 270.800,00
2282 Befanja Barang dan Jasa 4.900.000.00 4.576.000,00 24.000,00
2208202 Selanja Alat Tuss Kantor 200.000,00 200.000,00 0.00
220204, Belanja Benda Pos dan Materal 120.000,00 96.000,00 24.000,00
228.2.06. Belania Folocopy, Cetak dan Penggandaan 530.000,00 530.000,00 0,00
228.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kera £50.000,00 530.000,00 0.00
220214 Belanja Honorarum Tim Fanitia 3.200.000,00 3.200.000,00 0.00
2283 Befanja Modal 102.709.000,00 |  102.336.200,00 252.800,00
220327 Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 102.785.000,00 102.536.200,00 292.500,00
23 Bldang Pembinaan Kemasyarakatan 23.261.208.00 e 900
234 dan 9.081.000,00 9.081.000,00 0,00
2312 Betanja Barang dan Jasa 5.001.000,00 5.001.000,00 0,00
23.1.202. Belanja Alat Tuss Kantor 180.000,00 120.000,00 080
231206 Belanja F Cetax dan 136.000,00 136.000,00 000
231207 Belanja Makanan dan Minuman Rapat §30.000,00 530.000,00 000
231.2144, Belanja Honorarum Tim Panitia 390.000,00 390.000,00 0.00
231218 Belania 500.000,00 200.000,00 0.00
231.216. Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 3.300.000,00 000
231220 Belanja Barang Untuk Diberkan Kepada Masyarakat 3.025.000,00 3.623.000,00 000
232 F Pemuda dan 4.933.199,00 4.933.199,00 0,00
2322 Belanja Barang dan Jasa 4.935.199.00 4.935.199,00 0,00
232202, Belanja Alat Tuss Kartoe 201.699,00 201.699,00 0.00
232200 Belanja Fi Cetak dan P 151.000,00 154.000,00 000
232207 Belania Makanan dan Minurman Rapat 282.500.00 252 300,00 000
232214 Belanja Honorarium Tim Panitia 450.000,00 490.000,00 000
232218 Belanja 500.000,00 500 000,00 000
232210, Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 3.300.000,00 000
233 L P 9.243.009,00 9.243.009,00 0,00
2332 Beianja Barang dan Jasa 5.243.069,00 9.245.069,00 0,00
233202 Belanja Alat Tutis Kantor 406.005,00 400.003,00 000
233206 Belanja Cetak dan 299.000,00 295.000,00 0.00
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Realisas! s.d 31/12/2017
KODE REX URAIAN ANGGARAN REALISAS! LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 3
233207 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.630.000,00 0.00
233214, Belanja Honorarium Tim Panitia 580.000,00 550.000,00 0,00
233215 Betanga Hor nstrukurF ber 200.000,00 500.000,00 000
233210 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
2332147 Belanja Dekoras! dan Dakumentast 23.000,00 23.000,00 0,00
233220 Belanja Barang Untuk Diberkan Kepada Masyarakat 2.268.000,00 2.205.000,00 0.00
24 Sidang Pemberdayasn Masysrakat 84.991.911, O L
244 Keglatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan B1 7.609.000,00 7.605.000,00 0,00
2412 Beianja Barang dan Jasa 7.609.000,00 7.608.000,00 0,00
241202, Belanja Alat Tuss Kantor 254.000,00 254.000,00 0.00
2.4.1.200. Belanja F Cetak dan 333.000,00 335.000,00 0,00
24.1.207 Belarja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
24.1.200 Belana Pakatan Dinas dan Atributnya 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00
24.1.2.14, Belanja Honorarum Tim Panitia 580.000,00 590.000,00 0.00
241218 Belanya Instruktur 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
24.1.2.46, Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0.00
241247 Belanja Dekoras! dan Dokumentas: 70.000,00 70.000,00 0,00
242 P 18.300.000,00 18.360.000,00 0,00
2422 Beianja Barang dan Jasa 18.360.000,00 10.300.000,00 0,00
242220, Belanja Barang Untuk Diberkan Kepada Masyarakat 15.360.000,00 18.300.000,00 0.00
243 L Pendidikan dan Kebud 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00
2432 Beianja Barang dan Jasa 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00
243215, Belanya Instr 16.500.000,00 16.500.000.00 0,00
2,413 P Profil Asetl 17.002.200,00 17.062.200,00 0,00
24152 Beianja Barang dan Jasa 16.562.200,00 16.302.200,00 0,00
2415201, Belarya Listrik. Alr, Telepon, Faw/Internet 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
2415202 Belarya Alat Tuss Karfior 570.000,00 570.000,00 0,00
24152006 Belanja F Cetak dan Per 2.232.200,00 2.232.200,00 0.00
2415210 Belanja Jasa Upah Tenaga Kera 12.560.000,00 12.500.000.00 0,00
24153, Beianja Modal 500.000,00 500.000,00 0,00
2415331 Belanja Modal Pengadaan instalas! Listrik dan Telepor 500.000,00 500.000,00 0,00
2,417 L De 7.308.000,00 7.368.000,00 0,00
2417.2. Beianja Barang dan Jasa 7.360.000,00 7.308.000,00 0,00
2417202 Belanja Alat Tuss Kantor 750.000,00 750.000,00 0.00
2417206 Belanja Cetak dan 200.000,00 200.000,00 000
2417207 Belarja Makanan dan Minuman Rapat §90.000,00 850.000,00 0,00
2417208 Selarja Pakafan Dinas dan Alributnya 550.000,00 550.000,00 0,00
2417214 Belanja Honorarum Tim Panitia 860.000,00 950.000,00 0.00
2417215 Belanya 1.000.000,00 1.000.000,00 0.00
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Realisas! s.d 3112/2017
XODE REX URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 s
2417216 Belarya Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.600.000,00 000
2417247, Belanja Dexoras! dan Dokumentas! 32.000,00 32.000,00 o000
2419 ¥ Desa Yang Berkela 2.230.000,00 2.230.000 00 0,00
2419.2. Belanja Barang dan Jasa 3.230.000,00 3.230.000,00 0,00
2419202 Selanja Alat Tusis Kartior 130.000,00 136.000,00 0,00
2.4.152.06 Belanja Fotocopy. Cetak dan Penggandaan 79.000.00 75.000,00 0.00
2.4.18207 Selanja Makanan dan Minurnan Rapat 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00
2418214 Belanja Honorarium Tim Panitia 250.000,00 250.000,00 0,00
2418215 Belanja Instruktur/F 290.000,00 250.000,00 0,00
2415246 Selana Perjalanan Dinas 1.400.000,00 1.400 000,00 0.00
2424 dan Ex PBB 24.402.711,00 20.468.383,00 3.994.122,00
24242 Belanja Barang dan Jasa 24.462.711,00 20.408.589,00 3.994.122,00
2424202 Selanja Alat Tuss Karor 124.109,00 124.189,00 0,00
2424200 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 200 400,00 200.400,00 0,00
2424210 Belanja Jasa Upah Tenaga Kera 24.136.122,00 20.144.000,00 3.884.122,00

JUMLAH BELANJA 1.419.019.577,00 | 1.409.630.973,00 13.389.002,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.904.243,00) 33.741.432,40 |  (37.703.073,40)

3 PEMEIAYAAN
31, Penerimaan Pemblayaan 12.014.477,00 14.737.109,00 2.742.632,00
311 Sisa Lebh Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 12.014.477.00 14.737.108,00 2742.63200
32 Pengeluaran Pemblayaan 7.307.602,00 7.307.002,00 0,00
321, Pembentukan Dana Cadangan 7.307.602.00 7.307 602,00 0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN 4.706.873,00 7.449.307,00 (2.742.632,00)
SISA LEBH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 2.742.032,00 41.190.939,40 |  (40.448.307,40)

Malang, 20 December 2018

Kepala Desa Klampok

TOHARI
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BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa  : Ades Faisal Pradana

NIM/Prodi : 15520111 / Akuntansi

Pembimbing : Sulis Rochayatun, SE., M. Akun

Judul Skripsi . Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa

Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

[ No | Tanggal Materi Konsultasi [Tanda Tangan Pembimbing

1 03-Oktober-2018 Penycrahan Surat Pengantar 1. A4

2 | 03-November-2018 Konsultasi Judul 4 2.

3 13-November-2018 Konsultasi Bab | 3N 2

4 23-November-2018 Konsultasi Bab I, 11, I Y 4. MR J

5 | 30-November-2018 Konsultasi Bab 1, I1, IIT 5. 40 )

6| 11-Desember-2018 Konsultasi Bab I, 11, 111 ) 6% |

7 | 16-Januari-2019 Revisi Sempro 7. O - _‘

8 17-Januari-2019 Revisi Sempro i 8. 0%

9 | 20-Maret-2019 Konsultasi Bab 1V 9. T 4
Konsultasi Bab IV - 10. ﬂfﬂ

10 | 24-April-2019

11 | 03-Mei-2019

Konsultasi Bab [V dan V

12 | 08-Mei-2019

Konsultasi Bab [V dan V

13 | 09-Mei-2019

Konsultasi Bab [V dan V

14 | 10-Mei-2019

Konsultasi Bab [V dan V

15 | 13-Mei-2019

Konsultasi Bab IV dan V

16 | 25-Maret-2019

Konsultasi Bab 1V Dan V

17 | 19-Juni-2019

Konsultasi Pasca Sidang

Malang, 24 Juni 2019
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